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BAB 1
PENDANULUAN

A. Latar Belakang Hasaluh

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini,
maka perlengkupan atau peralatan vang diperlulkan di
Suulu kantor  sewankin wodern pula. Keaduan lerscbul
disebabkan oleh tuntutan dari suatu  pekerjuan  yang
mengharapkan penyelesaian yang cepat dan tepat.
Sementara kemampuan manusia sangatlah terbatas adanya,
sehingga alat bantu untuk memperlancar pelaksuanaan
prekerjaan yang dimaksud. Sebagai contoh penggunaan
komputer, yang dikenal sangat efektif dan eficien dalam
memperlancar tugus Ltugas georung pegavul.

Penggunaan peralatan canggih pada sebuahi  huntor
baik pemerintah maupun swasta sangat ditentukan oleh
Jenis pekerjuan dan luasnya ruang linghkup pekerjaan
serta tujuan yang hendak dicapai. Apubila Jenis
pekerjaan, ruang lingkup pekerjaasn dan tujuan  yany
hendak dicapai sangat luas, maka dengan demikian
peralatun dun perlengkapan kantor vang dibutubkan  akan
semakin banyak dan semakin modern pula.

Dalam era Pewbangunan Jangka Panjang Tahap 11
(PIPT 1II) ini, pemerintal daerah tingkat II Sidenreng
Rappang mendapat tugas yang amat berat. Tugas tersebut
baik dalam bidang pemerintahan maupun tugas-tugas
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pewmbangunun  padu  uwwumnya, yaitu dJdengan disrehkannya
pembungunuan  nusionul di Indonesia Bugian Timur (IRT),
Kebijaksanaan pemerintah ini dipandang tepat karena
merupakan langksh terobosan menuju kepada pemerataan
pelaksanaan pembangunan dan hasil-huasilnya.

Mengingat tugus yang sewmakin berat tersebut,
pemerintah daerah terlihat untuk mengelola sedula
sumber dayua yang tersedia di masing-masing daserah
secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemanfaatan
suwber daya tersebut hanya dapat berdaya guna dan
berhasil guna, apabila dibarengi dengan peningkatan
hemampuan pegawai. Peningkatan kemawmpuan pegaval
terutama dalam mengelola burang barang inventaris dapat
mendukung tugas-tugas pekerjaan yang menjadi Langgunyg
Jawabnya.

Selama ini pengeloluan barang barang inventaris
milik pemerintah belum dilaksanakan cebagaimana
mestinya, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip manajemen
pengelolaan yang baik. RBaik dalam hal pengadaan
(termasuk pPCrencunuun prengadaannya), penggunaan,
pemeliharaan, pengawusun sumpai kepada penghupusannyua.
Dampak negatif yang ditiwbulkan adalah banyak Lurang-
barang inventaris wilik pewmerintah tidak jelas
penggunaannya. Penggdunaan barang barang inventaris di
dacrah  yang tidak Jjelas tujuannya adalah sangat

werugilan negara dan perlu dicarl jalan pewmecahannya.




Pengelolaan barang barang inventaris di daerah di
atur atau berpedoman pada Perabturan UYenteri Dulam
Hegeri Homor 4 Talun 1979 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Pemerintal Dueruh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mwmaka yang
wenjadi alasun schinggu penulis memilih Judul
"Pengelolaan Barang Inventaris Pada Kantor Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang” wduluh;
bahwa pada Kantor terscebut pengadasn burang barang
invenlauris tidak didusuarkan atas  kcebutuhun, kemudian
dalam hal pewmeliharaannya tidak dirawat, disimpan
sebagaimana mestinya, sehingga banyak barang-barang
inventaris yang cepat rusak atau hilang tanpa melalui
prosedure.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalum
Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah adualah untuk
menciptakan tertib adwinistrasi  dun wendayagunakan
barang-barang wilik pewerintah daerah dalam rangka
menunjang pelaksanaun  olonomi daerah berdusnrkan
Undang-Undang Womor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalum
Negeri MNomor 4 Tuhun 1979 tersecbut sangal LlLergantung
kepada sikap pegawail yang menggunakan langsung eseliap

perlengkapan atau peralatan kantor. Jika pegawal Lidak




memiliki sikap mental yang kuat terhadap lkedudukannya
sebagal aparatur, abdi negara dan abdi wasyarukal yang
sudar  skun Lunggunyg juwabnya, dan  wempunyoi  dedilkasi
vang Linggi, muka kondisi pegawail yang demikiun wembulia
peluang terhadap terjudinya penyelewengan-penyelewengan
vang merugikan negara. Artinya Jjika pegawai tidak
mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap negara, maka
besar kemunghkinan penggunaan barang barang inventaris
wilik negara/daerah tidak digunakan untuk tepentingan
polulisanuun Lugus pomer intaban dun pembangunun, Lolupl
lebih banyak digunakan untuk kepentingun pribadi.

Dalam rangka menunggulangi terjadinya tindak
penyelevwengan,  luangkub-langkah  yung  konslruklif dan
tegas perlu segera diambil seperti harapan yang ada
dalam Garis-Caris Besar laluan Hegara (GBIH) berikut
ini
1. Kebijaksunaun dan langhkah-langlial yvang teluh

dilukukan dalam ranghka penertiban apurunlur
pemerintuh serta dulam menanggulangi mosalali-masalah
korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocorun dan
pemborosun kekayaun dan kevangan negonra, pemungulan-
pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan
lainnya yang menghamwbat pelaksanaan pembangunan

untuk itu perlu ditingkatkan pengawasan dan langlkah-

langhkah penindakan.
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Untuk walkin wemperlancur tugas tugas pemerintahian
dan menserasikan usahua-usaha pembangunun di  daeruh
perlu ditipghallun kemumpuan Jun herjasama  uparalur

pemerintah yang ada di dacrah.
B. Pewbatasun dan Rumusan Masalah

Barang barang invenlaris milik pemerinlah  dupat
digolongkan ke dalam 2 golongan yaltu barang yang tidak
bergerak dan barang yang bergerak.
Yang termasuk baruang inventaris yang Ltidak
bergerak sepertl ; tanah, gedung-gedung, pabrik,
Lengkel, laboratorium, rumal dinas, asrama, monumen dan
lain-lain.
Yang termaosuk barang inventaris yung bergeruk
seperti ; kendaraman, mesin mesin kantor, pabrik (mesin
ketik, wesin stensil, mesin hitung, lewarl dan  lain-
lain) serta barang-barang inventaris milik daerah yang
tersimpan dalam gedung penyimpanan.
Rumusan masalah yang ditetaplan adalah sebagai
berikut
1. Buguimunukialy cura pongudoan barang Luarung invenlorisc
pada Kantor Bupati Kepalu Duerah Tinggkat 11
Sodenreng Rappang ?

2. Bagaimanakah cara penggunaan barang-barang
inventaris puda kantor Lersebut ?

3. Bagaimanakah carsa pewelibaraan bLarang barang




Untulk wondapnt ian Jnlu UITH

vermasalabiun Lorucbul, Jdilukuliun

inventlaris puda kanlor Lerscbul ?

G

werupndian Juvubiun

penclliian dengun

wengduonuliun welode penceliliun yung Lepul,

Tujuan dun Kegunaunn Penclilian

Tujuun penelitiun ini Jilakubkun wduluh

.

L.

Unluk  wengeluliui o carun penguduan bLurung buruang

inventaris padu Kunlor Dupuli  Xepuala Davruls

Tingkot II Sidenreny Ruppung.

Unluli  wengelului  curn renggunuun burung burang

invenlaris olel peguvul Ji kantor Lerscebut.,

Untuk  mengetabni cara remelibhuruun Lurung: buyung

inventuris padu kuntor Lerscbut,

Legunaan penelitiun adulul,

n.

1.

Husil penelitiun ini dihurupkan Jdupat monjudi i -

put atuu bahun wmasuliun bugl pewerintah, dulum  hud

ini udalul pemerintub ducral Lingkut IT Sidenreng

Ruppung  duduw canghu menyeloenggurukun prenguduan,

prewelihiucuan Jdun pengunuan Lurvang burvung

inventaris poda linghungun  Liuntor pemerintaly

Sulemput

Wasi) penclitiun ind Jugie dihirnplian dupol wenjudi

Tunghkal wunl Laugi penclilion scelunjulnyn, Levul i

Lugl werchu yung ingin wengelulind ultuu vyang  ingin

mendalumi  wusalul sekitur  pongeloluan Larvoang-




barang inventaris wilik pemerintah daeruh.
Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di
Fakultas 1lwu Sosinl dun Polilik Universitug "4%"

Udung Pandung.

D. Hetode dan Teknik Penelitian

Guna mendapatkan data vang relevan dengan masualah

vang telah dirumuskan, waka digunakan metode dan teknik

penelitian sebagai berikut

a.

Tipe Penclitian
Penelitian wmenggunukan tipe deskriptif yaitu untuk
wewberi  sualu guwburan wmengenal pengeloluan Lurang
inventaris milik pemerintah daerah pada kantor
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappangd .
Populasi dan Sampel
Populasi adalalh  sceluruh  peguwui puadu Fanlor
BKDIl TK.II Sidenreng Ruppung. Pegawai puda kantor
ini berjumlah 190 orang pegawali.
Sampel ditarik berdusarkan golongan, yaitu secarsa
“E£E£i£ifd Sumpel. Dengan wmengutumakan peguvai
vanyg bertugas pada bugian logistik _ atau
perbekalan. Perinciun sampel yang dita:lk sebesar
25% darl jumlah populasi wdalah sebagai berilut

1. golongun 1 5 orung

tJ

golongan II 27 orang

3. golongan IIIX 14 orang

Jumwlah sumpoel 40 orung




disajikan terlebil dahulu diklusifikasikan wmwenurut
rumusun masalal yung ditetupkun, kemudian ditubulusi
dan dijadikan tabel dan dianalisis secara deskriplLif

atau persentase.
Sislematika Pewbuhasan

Untuk mempermudah pemabiaman dun penelalian
Lterhadap 1isi  skripsi ini, muka penyusunannya dibagi
wenjudli  lima bab dan beborapu sub bLab yang susunuannyua
scbagai berikut

Bab pertama,pendahuluan vang wemuat tentang latar
belakuang masalah, pembatuasun dun rumusan wmasalah,
tujuan  dan  kegunaun penclitian, wmetode dan  teknik
penelitian serta gistimat ika pembalhiasan .

Bub  kedua, tinjauvan pustaka yang memwunlb tentang
pengerlian pengeloluun, invenltarisasi barang burang
inventaris milik pemcrintuh daerah serts Jenis-jenis
barang milik pemerintali dacrali.

Bub ketiga, gawbaran umuw lokasi penelilian yvang
wemuul Lenlang slrulitug orgunisasi, kedudukan dan Lugus
pokok serta homposisi pegavual .

Bab keempat, hasil penelitian dan pewbahasan vang
memuat tentang tata cara pengadaan barang-barang
inventaris di kantor DEDH Tingkat II Sidenreng Rappany,
tata cara pemeliharaan serta masulah-masalal yang

dihadapi dalaw pengaduun dun powclibharaan barang barang
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inventaris milik pewerintah dacruh pada Kantor BEDH TK.
IT Sidenreng Rappung.

Rub kelimua,  ponulup yung merupulian Lagian
terakhir dari seluruh rangkaian penulisan yang  wemual

mengenal kesimpulan dun penutup.




BAB II
TINJAUAN PUSTAEA

A. Pengerbiun Pengeloluun

Pengelolaan mengandung pengertian sebugal suatu
kegialtan pengurusan, renyelenggaraan, pengaturan alau
pencatatan. Dengan dewikiun pengeloluan buruang berarti
suatu kegalatan yang ditujuakan kepada pengurusan,
penyelengguraun, pengaluran atau pencutatan brang.

Pengeloluan barang wenurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri MNowmor 4 Tahun 1979 Tetang Peluksunaan

Pengelolaan Barang Pemerintaha Daerah adalah

"Pengelolaan Larang ialah suutu ranghalan
kegiatan vang meliputi fungsi-fungsi
perencanaan, penentuan kebutuhan, pengaduaun,
penyimpanan, penyaluran, pewmeliharaan,
penghapusan, dun inventurisusl beserta

penatausahaannya. "
(Bab I pasal 2)

Berdasarkan definisi terscbut diatas dapat
disiwpulakun Laliva rengelolaun barang mencakup
admwinictlrusi manudowen  soebagal  Lolu)  sislom yungl
kowponen komponennya terdiri atas

1. Perencansaan kebutuhan Larang

rd

Pengadaan barang
3. Penyimpanan dun pemeliharasan barang

4. Pendistribusian barang

cn

Penggunaan barang

11




G. Pertanggung jawaban penggunan barang
7. Pengawasan penggunaan barang
8. Evaluasi penggunuun barang

Kegiatun pengadaun barung tiduk berdiri sendird,
melainkan kegiatan penguadaan tidak terpisahkan dengan
kegiatan lainnya gerti cgiantan poerencunaan,
pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, penjualan dan

lain lain.

Pengadaan dapat diartikan sebagai usaha
mewperoleh barang  scesuui Jdengan Lhcbutuhaon kuntor
dengan berdasurkan pertiwbangan eadaun kevangan .

Henurut Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 4 Tahun
1979 pengadaan diartikan
"Pengadaan ialuh kegintun untuk welakoliun
pengurusan, penyelengguraun dan pengaturan
pemenuhan perlengkapan pemerintah daerah.”
(Bab I pasal 1 huruf r)

Pengadaan barang pada suatu kantor tidak hanya
dapat dilakukan dengan melakukan pembelian, tetapi juga
daput Jdilakukan welaluil
a. Penyewuan
b. Pemimjaman
¢. Pembuatan
d. Penukaran
e. Bantuan/sumbangan

Pengadaan suatu barang dilaksanakan dengan

wemperhatiakan aspek-aspek penghematun dan diusahakan
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barang-barang yung diadakan sesuai dengan ketenbtuan
standar (Standarisasi).

Pengelolaan pada dasarnya dapat diidentikkan
dengan managemen, berikut ini penulis mengemukakan
fungsi-fungsi manajemen, nawun terlebih dahula
dikemukakan pendapat dari para ahli mengenai pengertian
manajemen.

S.P. Siagian dalam bukunya Tilsafat Adwinistrasi
wengemukakan pengertian manajemen scbagai berikut

"Kemampuan atau keterampilan untuk wemroleh

sesuatu  hasil dalam ranghka pemcapuian  tujuuan
melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. (1982 :5)

Hanajewen merupakan inti daripada administrasi,
kurena seperti diketalbui bahwa manajemen werupnkan
pelaksana utama daripada administrasi. Adwinistrasi dan
manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.
Administrasi mewmpunyai tugas utama seperti: menentukan
tujuan menyeluruh yang hendak dicapul dan menentualian

kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi.

Sebaliknya manajemen welalulan se¢luruh kegiutan-
kegiatan vang telah ditentukan pada tingkat

administrasi.

Selanjutnya S.P Siagian mengemukakan 5 (lima)

fungsi munajoemen scbagui Lorikul
“a. Perencanaan (Planning)

L. Pengorganisasian (organizing)

¢. Pemberian motivasi (Motivating)

d. Pengawasan (Controling) dan

e. Penilaian (Evaluating)”. (1982 : 107)
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Arifin Abdurrahman mengemukalan tujuan manajemen

sebagai berikut

"Manajemen ditujukan untuk mendapathian suulu
ketertiban  yang wmelipuli ketertiban personil
maupun ketertiban bukun personil seperti
ketertiban alat/mesin, penyaluran buahun,
komunikaui dun sebugai berikutnya"™. (1979 : 19)

Kemudian pengertian adwinistrasi dalam penulisan
ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
beberapa orang yang bekerja sama secara sadar dalam
sualu orguanisai sebagai wadah untuk mencapal  Lujuan
vang telah ditentukan sebelumnya. Untuk lebih Jelasnya,
maka berikut ini penulis wengulip pendapal bebeorapa
ahli mengeni pengertian administrasi.

5.0 Siugian mongemukukun pengerliun adwinlstrouci
sebagai berikut

"Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan
dari pada keputusan keputusan vang telah diambil
dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh

dua orang manusia atau lebih untuk tujuannya yang
telah ditentukan sebelumnya.” (1982 : 13)

Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan secara
singhkat mengenal pengertian administrasi subagai
berikut

"Ilwmu wengenail kerja sama wmanusia dalam mencapui
tujuan-tujuan tertentu. Kegiatan kerjasuma yang
rasionil dan rasionalitas itu tercerwin dalam
kegiatan wenurul fPungoi-Fungsi vang dilukukan.,"”

(1990 :4)
Dengan  demikian berdasarkan definisi terscbut
diatas, maka daput disimpulkan bahwua adwinistrasi

werupakan proses pengendalian dan pelaksanaan
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pencapuian  tujuan organisasi yang sifatnya konseptual
berupa  keglutun mercucanuhan apu yang lharus dicapai,
bagaimana mencapainya dan menjaga agar pelaksanaan
benar-benar dilakukan dengan wempertimbangkan segi
efesiensi.

Kemudian berdasrlan batasan rengertian adminis-
trasi tersebut, maka diketahui bahusa administrasi
mengandung unsur-unsur
1. Adanya dua orang atau lebih, yang secara formal dan

informal terikat dan secara bersama-sama terlibat

dulan kegiatan-kegiatan untuk mencapal suatu tujoan

tertentu.

o8]

Adanya tujuan yang hendak dicupal, yang dibual

berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Adanya kegiatan-kegiatan vyang dilakukan secara sadar
vang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasarang
vang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Adanya wadah yaitu organisasi, dimana orang-orang

tersebut melakukan hkerjasama.

5. Adanya sejumlah alat yaitu terdiri dari sarana dan

praserana vang diperlukan dalam meluksannlian
kegiatan dalam kaitannya untuk wmencapai tujuan
bersama.

Dengan memperhatikan unsur-unsur administrasi

Lersebut,maka penulis wenyimpulkan bahwa kelanjutan

kehidupan dari suatu organisasi tidak terlepas dari apa




16

vang discbut administrasi Lermasulk organisasi informal.
Tang menjadi pokok pembahasan adalah penggunaan alat
bantu sebagai salah satu kelenghkapan dalam mencapai
tujuan.

Dalam era globalinasi pada sast ini administrasi
dirasakan semakin penting dan mendesak. tidak satupun
segi-segl kehidupan manusia vang tidak tersentuh oleh
kegiatan administrasi. Administrasi tidak saja
merupakan pelengkap, melainkan sudah menjadi  bagian
yvang integral dari kehidupan manusia, sehingga
perananya dirasakan sebagai semakin mendasar dan tidak
mudah dihindari. Petingnya administrasi peralatan dalam
organisasi, dirasakan semakin mendesak, berikut ini
penulis mengutip pendapat mengenai pengertian
administrasi perbekalan sebagai berikut

Kegiatan perbekalan merupakan bagian yandg tidak
terpisahkan dari kegitan pengeluaran keuvangan
pemerintah maupun swasta. Eegitan perbekalan
memperhatikan masalah -masalah sekitar barang-barang
yang dibtuhtan dan dipelihara dan diatur dalam suatu
organisasi. Administrasi peralatan menurut Bintoroe
Tjokroamidjojo adalah sebagai berikut

"Administrasi peralntan dan perbekalan scbhagai

proses, meliputi perencanaan, penentuan
kebutuhan, anggaran kebutuhan, pengadaan,
penyimpanan, pemeliharaan, penhapusan dan

inventarisasi. Dengan cara pengaturan seperti
ini diharapkan administrasi peralatan dan
perbekalan tidak saja memenuhi fungsinya sebagai
bagian dari pada administrasi pada umumnya,




tetapl  Jugu weruvpakun bogian Jdalaw  porencanaan
dan penyenggarsan suatu  kegiatun pemerintah. ™
(1990 : 173)

Scpertl diketahui bahwa pewenuhan kebutuhan-
kebutuhan  perlatan kantor tdiak saja beruksud mewberi
besenangun Lugli  pemubainyu, Lelapl  Jjuga dJdiwakisudkun
untulk meninghkatkan produktivitas kerju pegawai,
disamping itu untuk mencapui efisiensi dan efektivitag
kerja pegawal. Prinsgip prinsip yaug perlu diperhatikan
dalam pewilihun peralalan kantor adalah
a. Peralatan Luntor harus wemadai dan menarik, wonim-

Lulkan kescnangan bagi pewukalinysa, wuwpu wmeningliat
kan semangat kerja, schingga pegawai dapat mening
kutkan pulua prestusi kerjanya.

L. Peralatan kantor harus pula sesual atau cocok dengun
Jenis jenis pekerjaan yang ditangani oleh peguuai.

Selain memperhatikan pringip-prinsip tersebut di
atas, wmaka pemilihan peralatan kantor harus rala
memperLimbangkan hal hal seperti
&. Barang atau peralatan Lkanlor harus Lenur -benar di

perlukan.

b. Barang atau peralatan hantor harus bersifat praktis
artinya dapat mewmberilian kemuduhan-kemudahian Lagi
pegaval yang wenggunakannyu, Lidak malals wewberilian
kesulitan yang justru wemper lambat pekerjaan peguvui

vang bersanglhutan.
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¢. barang atau peralatan kantor tersebut harus Jdapat
wengurangl biaya operusi scbelumnyu.
d. Barang atau peralatan kantor harus dapar memperceput
pelaksanaan pelerjuan pegdauia.
Dalam pengadaan barang terlebih dahulu dilakukan
suatu perencanaan kebutuhan barang. Perencanaasn kebu-
tuhan dimaksudkan sebagai suatu usaha menghubungkan

pengetahuan  yang telub terjudi  (pengulaman) dengan

keadaan sekarang. Sehingga dupat dijadikan kegiustan
berikatnya adaluh pencntuan  kebutuhan  yaitu suutu
kegiatan merumuskan perincian barang-barang vargd

diperlukon.

Pengadaan barang pads suatu kantor dilakulan
karena alasan :

. Terjadinya poerhicwbang Juluw orgunsiasi Jdun
penawbahan  pegawal apda unil unit orguanisasi yang
memerlukan perlengkapan kerja dengan kuantitas dan
lkualitas tertentu.

b. Terjadinya barang yung ruszkm, lhilung, dijual,
dihapuskan atau sebab sebab  lain yvang dapat
dipertanggung Jawablian, sehingga prerla segera
wendapat penggantian.

¢. Terjadinya wutuasl  Jdadam  organisasi,  yung mu
pengaruhi  kebutuhan perlenghkapan  seorang  pogawai,
karena unit organsiaci yang buru mempunyai boban

vang berlainun dengun unit organisael sebelumnyua.
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d. Henjaga persediauan bLurang, agar apabila terjadi ke-
bLutuhan,/permintaan  yung sifalnya  wendaduk, dapul
segera dipenuhi.

Dalam kegiatan perencanaan lebutuhan dilakukun
pencatatan  mengenal nama barang, jumlah barang, waltu
dan  harga barang yang dibutubkan. Berikut uraian
tenlang hal hal  yang perli dipertiwbangkan dalawm
keglatan perencunasan hcebuluban bavrang:

a. Nama barang yong Jdibulullkan

L. Unit lkerja yang wembutuhdasn

¢. Kupan dibutuhkan

Jd. Blaya yang diperlukun

¢. Alasan alasan dibutulikannya Larang Lerscbul

N
=

agdalmana cara pengadaan

P e

o)
[
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Fikasi barang yung dibutuhkan (macam/jenisnya)

Stundarisasi adalahl penggolongan sccara Lkhusus
wengenal  btipe atau jenis barang vungd memenuhl syarab-
syarat tertentu dan terbaik, ditinjan dari sudut
pemakaian, pemeliharaan dan masalab logictik pada umum-
nya. Standardisusi werupukan , . ..cntuan Jenis  bLarang
dengan ititk berat perhaltian pada keseragaman, kualitas
pemalkalan dalam hal lkapasitas  dan bentuk yang
wemudahkan pemakaian dan perawalannya, kemudian dapat
dipergunakan untuk jangla waktu tertentu.

Mengingat bahwa dalam hal pengadaan sualu

Larang, suwber utama penbliyusnnya adulal Angguaran




pendapatan  dan belanja Daeruh (APBD), wuka kebutuhan
harus direncanakan dengan baik dan tidak sawpal terlalu
Lingdi (ouver cestimaltion).

Pemelibaraan merupakan sualu keglatan yang ber
tujuan  agar scmun Larang barung inventaris, baik yang
bergerak wauoun yang tidak bergerak senantiasa dalai
keadaan baik ataw siap pakai. Berikut dikemukakan
definisi  pemelihuruaan wenurul Peraturun Menteri Dulam
HNegeri Homor 4 Tuhun 1979 Tenlang Pelaksannan
Pengelolaan Barang Pemerintah Dacrah.

"Pemeliharaan adalal kegiatan melakukan pengurus -
an, penyelenggaraan dan pengaturan agar sewmua
barang selalu daluw keadaan baik dan siap untuk
dipakal sccaru berdayaguna dan bLerhasilguna.”
(bab I pusal 1 huruf u).

Lgur peweliharuun senanliasa berjalaus kaki, waka

diadukan pengaturan sebugai berikut

"Kepala Unit bertanggung juwab atas peuweliharaan
scliap barang yang ada dalam linghkungan tanggung
Juwabnya, termasuk keutuhan, pengdamanan,
pemanfaatan dan pendayngunaannya.” (pagal 7).

Pemeliharaan barang imventarsi milik pemerintah
dacrah  seperti guadung, lLendaraan duan perlengkupan
kantor dilaksanakan dengun Lata cara scbugal berikut
a. Kepala saluan kerja wengusullian perbaikannyas  kepuda

SuhruturiuL Wilayah Dacrah.
L. Kepala Bagiun Umum welualkulan rengecekun terhadap
usul terscbut duari segi fisik dan penggunaunnya  Jdwy -

selanjutnya wmeneruskan usul torsebut kepada Bupati.




¢. Koordinasi administrasi dan  peluksanaun  perbaikan
dilakukan olch Bagian Umum sesunl dengan  ketenbtuan
Lentang Peluksanunan Anggaran Pendapatan dan Belanjua

Daecrah.
Inventarisasi Barang Hilik Pemerintuh Daoruli

Setiap departemen atau badan badan usaha milik
negara memnpunyai barang-barang perlengkapan dan
peralatan kantor masing wasing, yung discsuaikan dengan
bidung tugus yang wenjadi Langgung Juwabinyu. Burang
barang inventaris vang dimiliki, dikuasai dun dikelola
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ponerbituan wenganai pengadaan, penggunaun barangbuarang
inventaris perlu dilakukan dengan sungguli- sungguly.

Batasan pengertian inventarisasi mwenurut
Peraturan Menteri Dalaw Hegeri Nomwor 4 Tahun 1979
adalaha scebagai Leriikat

“"Inventarisasi adulal kegiutan untuk  melakukan

pengurusan, renyclenggaraan dun pengabturan
pencalatan dan pendaftaran barang.” (bab T pasal
1 huruf v).
Inventarisasi Larang milik pemerintah daerah

Lertujuan

we MHenyodiakun duly yamg dipakad sebugui dusar Jdulam
welakukan  perencanvun Jdua wenen Lbulian Lkebululian
barang.

L. Menyediakhan datu vang dipakal scbagail pedoman dalam




melakukan distribusi barang kepada unit-unit
orgdanisusi/pegawaipegaval yung wewbutuhkannya.
v. Scbugul Pedowan Jdaluw welakcanukan pemeliharuan

Larang, yaultu dengan wengelahbui  jumlah Larung
inventaris vang rusak, hilang, schingga mudak
melakukan atau wengadakun penghapusan Larang.

Jd. Newpermudah pelaksanaun penguwusan pengdunoan barang
dan welakukan penghapusannya .

Data wengenai kekayaman wilik pemerintah  dacrah
diperlukan dalam rangha penyusunan neraca keunangan
pemerintah daerah. Invenlarisas merupakan alat yvang
wenunjukkan  fungsl pembinaan logistihi pada  inclansi
pewerintuh agar dapal welulisanukan tugas Ltugas pulivknya
dengan baik. Data wengenai keaduan barung pada suatu
kantor pemerintah dapat digsajikan laporannya apubila
telah dilaksanakan pewbinaan barang logsitik dengan
tepal tertib dan teratur scbugaimana mestinya.

Secara yuridis formal dasar hukum inventarisasi
di masing wasing departcewen pemerinluhan daput dilihat
welauluil peraturan seperti
a. Undang-undang Nowor 5 Tahun 1974 Tenlang Pokok-pokok

Pemelrntahan di dueral (Pauragrap 2) vang mengalur
mengenal pengurusan, perlandgungjawaban  dJdan peng -
awasan kevangan certa bLurang wililk pewerintah

daerals.




Instruksi Presiden Nowro 3 Tahun 1971 Tenlang
Inventarisusl burung bLurung wilik negaru,/ekayaan
negara.

Sural Kepulusun Menteri Keuvungan Womor 225/MK/V /471
Tentang Pedowman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi
barung-barung wilik ncgura/hekayuun negara.
Peraturan Menteri Daluw Negeri Womor 4 Tahun 1979,
Tentang Pelaksanaan Pengelolasan Burang Pemerintah
Dacrali.

Surat Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor XUPD /9
39 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat 1I1I
Hengenal penjualan kenduraan, rumah dinas milik
pemerintah.

Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalawm

mwelakukan inventaricusi barang adalah

a.

b.

Daftar inventarisasi tersebut per 1 April Sawpai
dengan 31 Harol talun Lerikulnya.

daftar inventarisasl yang dibuat harus sesuaai dengan
formulir vang ditentukan berdasarkan Keputusan
Henteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pedomun
Peluksanuan Tertib Adwinistlrusi Barang burang Milik
Negara/Kehkaynan MWegara untuk wasa 1 (satu) Ltahlan,
terhitung wulai 1 April sampai dengan 31 maret tahun
berikutnya.

Sebtiap daerah harus wombusl bLbuku induk invenlurisasi

barang dari 1 (saltu) tahun anggaran vang lenghkap dan




terperinci.
d. Buku induk invenlarisusi burang bterscbul unlurs lain
memuat tentang ;
1. Umum
nomor urul
- nama Jjenis barang
- tempat penyimpanan barang
harga barang
Jumlah barang
keadaan barang
2. Khusus
luas tanah untuk bangunan, lapangan, sawah,
perkebunan dun lain-lain.
panjang jalan, panjang jembalan.
data lainnya yang dipandang perlu.

¢. Apabila buku induk inventaris tersebut sudub  ter-
laksana untuk 1 (satu) talun angguran, wmaka untuk
waktu ewpal tahun anggaran berikutnya, pemerintah
daerah cukup membual daflar perubahan/mulazi, yang
wewual penambahan dun aluu pengurungun Luarang.

f. Pada tahun  anggaran ke - 6 (enam) berikutnya,
pemerintah  daerah, diwvajibkan membual buklu induk
invenltaris barung yang baru.

Selain  itu apubila pewerintah daersh melalukan
pembeliaun  aluu mengadalion sualu Lurang dalam 1 (salu)

tubun  anggarun scbagai  realisasi dauripada Anggaran
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Pendupatun  dun Belunja Ducral, wakua pemerintal  dueruh
yang bersanghutan  Jdiwadibkan  wmewmbuoat  Jdafluar barang
yang diadakan. Bukti pewbelian tersebul selanjulnya
disampaikan kepada bagian umum wbau bagiun perbekalan
dan logistik.

Bugian uwum yang Llelalh wenerima bukli hasgid
rengaduan  barang  bertanggung Juwab membuat daftar
barang secbagal lomilasi realisssi pengadaasn Larang
dalam 1 (satu) tuliun anggaran.

Daftar barang vyang sudah dibuat merupakan
lampiran atau bukli poerhitungan anggaran  Lahun vang

bersanghatan.
Jenis jenis Barung Milik Pewcriuntal Daerah

Cebeluw mengurailkan lebih lanjut mengenal Jenlis -
Jenls barang milik pemcirintal dacrul, maka lebil dubalu
dikemuliakan pengertian bacanyg.

Batasan pengertian barang menurut Peruturan
Henteri Dalam Wegeri Momor 4 Tabun 1979 adalah

"Barung  adalub svmuu hickuyasn pemerintual Jducsuls

yvang Lerwujud,  termasuk  lLicwan, bail vangl

bergerak waupun tidak bergerak beserta Lagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan Lertentu

vang dapatl dinilei, dikitung, diukur ataun

ditiwbang kecualil uung."” (Bab I pasal 1 huruf 0)
Parang barang wilik pemcrintuh  dacrah daput  Jdibagi

kcdalam 2 (dua) golongan, yaitu barang yang bergeruk

dan burung yang Liduk bergeruk.




td

Yang termasulk barang tidak bergeral, yaitu -
Tunali tanah kehutanan, pertanian, perkebunan,
lapangan olah raga dan tanah-tanah vang belum
dipergunakan, Jalan-jalun, Jewbatan, terovongan,
waduk, lapangun terbuang, bangunan- bungunan  irigasi,
tanah-tanah pelabulbian.

Cedung gedung vang dipergunakan untuk kantor,
gudung, pabrik, bengkel, rumalb sakit, studio,
stasiun luboratorium dan luain lain.

Cedung -gedung  tempat tinggal Ltetup wluu sewenlara
seperti  rumabh  tewpat  tinggul, tewpat istirahat,
asrama dan lain lain.
Honumen wonumen Scperli ) monumon purbakialu, monumen
aluw, wonuwen peringalan sejarah dan lain Ladti:

Sedangkan yang termasuk barang bergerak antara

lain seperti

1.

t2

3.

Alat-alat besar seperti Bulldoser, tractor,
éscavator, Lrailer, mesin pengebor dan lain-lain.
Peralutan-peralatun yang ada dalam pubrik, bengkel,
studio, luboratorium, stasium  powmbungkit tennga
listrik dan sebagainyu seperti 5 mesin dinawo,
deneralor, wikroskop, alat-alat pemancar radio, alat
poemoblrelun,. frigaduir, aluat wlubl priyeksi dun  lain
lain sebagainya.

Peralatan kantor seperti ; mesin hetilk, mesin

stenelil, wesln pembuluun, wesin hitung, komputer,
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radio, Jam, brandhas, kipas angin,  alwari, weja,
kursi, sedung asbalk, Leranjung  swmpah yoage  Uidal
Scberapa niluinya Liduk diwasuklian.,

Scmua  perlengliapan perpustakaun dun luin lain Yand
Lercoruk kebudayauis.

Alat-alal pengangliutun seperli ; kapul udaru, Lapul
laut, bus, trulk, sepeda molor, sepeda, seuler dan
lain-lain.

Alat-alat perlengkapun  rumal sukit, Sunalorivm,
asrama, rumsh  yatim pialu, balai pendidikun dan

latihan dan lain-lsin.
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4. Bagian Perek&nonian

~ Sub bagian produksi bidang 1

- Sub bagian produlisi Lidang I1I

- Sub bagian linghkungan hidup
5. Bugian Penyusunun Program

- Sub bugian program kerju

- Sub bugian pengendualiun

- Sub bagian pelaporan
6. Bagian Sosial

- Sub bagian kesejahterasn sosiul

- Sub bagian agama dan pendidikan kebudayaan

Sub bagian pembinuwuan olu)l raga dan peranan wanilta

7. Bagian Kepegawsian

- Sub bagiun umuw kepegawuian

- Sub bagian mutasi pegawai

Sub bagian pengembangun pegavai

- Sub bagian pendidikan dan latihan pegavai
8. Bagian Keuangan

- Sub bagian anggaran

- Sub bagian pembukoan

- Sub bagian perbendaharsan
9. Bagian Organisasi

- Sub bagian kelembagaan

- Sub bagian ketatalaksanaun

Sub bagian perpustalkaun

Sub bagian pengolahan data
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10. Bagian Hubungan Hasyarakat (Humas)
Sub bagian pengumpulan informasi
Sub bagian pewberitaan

11. Bagian Uwum
Sub bagian Ltutu usuha rimpinan dun keuangan
Sub bagian perlengkapan dan rumah tangga
Sub bagian sandi dan telehomunikasi
Sub bagian perjalanan dan probokol

Dari struktur organisasi tersebut di uLas
diperoleh suatu guwbaran buahua pemcrintltah dacrah
Tinghkat 11 Sidenreng Rappung mempunyal peranan  dan
fungsi yang cukup berat dalam rangka menyukseskan
pelaksanaan tugas-tugas pewerintahan dan pemsbangunan .
Karenanya struktur organisasinya diharapkan dapat
wendukung terlaksananya program-program yang telah
dicanangkan.

Struktur organisasi Kantor Buputi Kepula Daeruh
Tingkat II Sidenreng Rappang dibentuk atas dasuac
peraturan pewmerintah pusat dan peraturan pemerintah
daerah tingkat T Sulauesi Selutan, yung disesuaikan
rada kondisi daerah Linghat 11 Sidenreng Rappang .

Berdasarkan pada Struktur  organisasi terscbut
maka dapat dikatakan bahwa pola organisani pemerintah
daerah tingkat II Sidenreng Rappang telal wencerminkan
pola pewbagian kerja yang baik. Diwmana Liup-tiap bagian

wempunyal wewenang, Pungoi, tugus dan tanggung Jawab

—————-—'—r——-



dalam ranghka wmenyukseskan pelaksanaan pewerinrah dan
pembangunan, khususnya di daerah tingkat I1 Sidenreng

Rappang.
Kedudukan dan Tugas Pokok

Di bawah koordinasi Sekertaris Wilayah Daeral
(Sekwilda) Tingkat II Sidenreng Rappang, tiap-tiap
bagian melaksanakan tugusnya atas dasur pendelegasian
Wewenag menurut peraturan yung berlaku pada sekertariat
wilayah daerah dalum setempat.

Untuk mewmperlancar tugas-tugas pemerintahan, dan
pembangunan di daerali tersebut, maka dilakukan
rembagian tugas wenurut bidang pekerjaan masing-masing.
Atas dasar pembagian terscbut, maka pada prinsipnya
fungsi dan tugas daripada tiap-tiap bagian adalszh cukup
relevan dengan kondisi dan perkembangan vang terjudi
seliap waktu.

Dalaw bidang rerlenghapan, bagian yang diberi
wewenang  untuk mengurusi hal itu adalah bagian umum.
Dalam melaksanakan tugus-tugasnya dalawm Lidang
perlengkapan wmaka bagiun amum wempunyai sub bagian vang
mengurusinya yaitu sub bagian perlenghupan  dun rumuh
tangga. Sub bagian ini wcwpunyul tugas melaksanakan
Sebagiun  ‘tugas tufas sekertariat wilayah daerali dulam

bidangnyu.
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Kedudukun Schreturiat Wilayuh Daerah Tingkat 11
Sidenroeng Ruppung adulul sobugal Lahan / inclungi yuny
bLertanggung jawab lungsung kepada Bupuli Kepula Ducrubl.

Tugas pokolk Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat IT
Sidenreng Rappang adaluh  w..bantu Bupati dalaw
wenyclenggarakan  urusan emerinlubiun dun rembanguun
dalam wilayah daerah tinghkat II Sidenreng Rappang .
Tugas-tugas tersebut antara luain mencakup  ;  kegiatan
bperencunaan, administrasi pemcrintahan, kesejahteraan
rakyat damn tugas-tugas lain vang bertujuan wmemperlancar
kegiatan pemerintahan dan pewbangunan .

Tugas pokok Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II
Sidenreng Ruppung adululy wewbuntu Bupuli dalaw
wenyelenggarakan urusan pemerintahan dun pembangunun
dalaw wilayah daerah tingkat II Sidenreng Rappang .
Tugas-tugas tersebut anbtara luin wencakup; kegialan
percncanaan, adminislrasi pemcrintuhan, kesejuhetaran
rakyat dan tugas-tugas lain vang bertujuuan memperlancar
kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Tugus poliok Lersebut sejalan dengan apa
terkandung dalam Undang Undang lNowmor 5§ Tabun 1974
Tentang Pokok-pokok Pemcrintuhan di Dacruh yangd
wenycbutkan bahwa dalam ranglka mewperlancar pelaksaana
pembangunan  dan membiina kestubilan, bangsa, malia
hubungan vyang erat antara pemecrintah pusat dan duerah

alas ducur keutuhan hegura, wmaku pewerintahan diaralkan
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kepada pelaksanaan otonomi dacrah vang lebih nyata dan
bertangguag Juwub yang wen)amin perhembangan

pembangunan daerah. Otonomi daerah dapat dilaksanakan

melalui penyelenggaraan pemerintahan pada azas
desentralisasi vang Juga dapat diselenggarakan

berdasarkan pada azas pewbantuan.

Pembentukan daerah otonom atas pertimbangan bahwa
daeral tersebut memenuhi syarat-syarat kemampuan
ckonowi, Jumlah penduduk, luas dacruh, pertulianan dan
kecamanan nasional dan syurabl syarat luin yang
wemunghinkan Juerh wmelaksunalian pembangunan dan  tugas-
tudas pemerintalian.

Tugas pokok masing masing bagian adalah  sebagail
berikut
1. Bagiun Pemcrintahan, bertugas melaksanakan sebugian

tugas Seliretariat Hilayalh Daerah Tingkat I1

Sidenreng Rappang daluw pemerintabhun  daon untuk

menyelenggarakan tugas Lugus Lagian pemerintahan

Lerfungsi ;

a. Melakukan persiupan Lentang segula sesuatu  yung
menyanghkut bidang ketataprajaan, pengembangan
perkotaan, pewmerintahian desa dan kependudukan.

L. Menyelenggarakan tata usaha bagian

td

Ragian Hukum
Hempunyai tugas mewmpersiuplian  rencana peraturan

dacrah  dan weneliti produk produk hukum lainnya,
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serta memberikan bantuun hukuw. Untuk itu bagian
hukum berfungsi
a. Menyelenggurakan tata usaha bagian dan tugas-

tugas lainnya yang wasih relevan deugan  bidang

th

tugdasnya.
b. Hempersiaphun bahan bahun, sekuligus mwelakukan

penclitian  terhadap berbagal produk  hukum vang

ada dan lain-lain.

Bugian Perckonomian.

Hempunyai tugas menyclenggarakan sebagian tugas

Sekretariat Wilayuh Daerah Tingkat II Sidenreng

Rappang dalam bidang perekonomian. Dalam

menyelenggarana tugas tugas tersebut naka bagian

perckonomian berfungsi

a. Membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian
masyarakat, prasarana perchonomian, perusahaan-
perusahaan daerah.

L. Mengewbangkan dun wengolah lalu lintas kowoditas
dacrah dalam ranglia lebilh wemperlancar

pertumbuhan perelonowmian masyarakat.

(¢]

Menyelenggarakan Lata usaha bagian

Bagian Penyusunan Program
Hewpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas
Sekratarial Wilayuh Dacrah dulam bidung penyusunan

progdram kerja. Untuk melaksanukan Ltugas-tugas
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tersebut, maka bagian ini berfungsi

a. Memperlihatkan segala sesuatu yang menyanghut
rencuana  penyusunan  program  licrja Schretariat
Wllaha daerah, weluksunakan pengendalian dan
membuat laporan.

L. Henyelenggarakan tata usaha bagian.

Bagian Sosial

Hempunyai Lugas menyelenggarakan sebagian

tugas-tugas CSeckretariabt Wilayah Daerah dalaw bidang

Sosial dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan

Lugas terscbul, maku bagiun sosial berfungsi

a. Membual perencanaan, merumuskan, mengarahkan dan
we lakukan koordinasi dalam rangka kegiatan
peningkatan kesejahteraan rakyat, mengatur
perizinan dalam bidang sosial yang scsuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

b. Menyelenggarakan tata usaha bagian

6. Pagiun Kepegawalan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas
Sekretariat Hilayauh Daeruh dalaw bidang
kepegavwaian daerah Tingkat I1. Untuk melaksanakan
tiugas tugas Lersebut, maka bagian kepegawaian
berfungsi

. Membuat persiapan peraturan daerah dalum bidang

epegdawaian, welaksanakan administrasi kepega-—
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waian merumuskan dan melaksanakan kegiatan
untuk peningkatan kesejahteraan pegavai .

b. Membuat persiapan peluksanaan pembinaan  dan
pengembangan pegaval daerah dalam linghkup
kerjanya

¢. Menyelenggarakan tuta usahsa bagian

7. Bagian Keuangan

Hewpunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas-

Lugas Sekretariat Wilayah Daerah dalam bidang

keuvangan. Uintuk meluksanakan tugas-tugas

Lersebul, waka bagian kevangan berfungsi

a. Melakukan persiapan bahan-bahan dan menyusuan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Mengolah adwinistrasi kevangan daeral;.

¢. Mengadakan penilaian tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

d. Menysuun rencana peraturun daeruh dalam bidang
keuungan dan merumushan petunjuk pelaksanaannya

¢. Nwembuat percacanaun Lentung  luangkuli langkah
vang perlu ditewpuh dalam rangka meningkathan
pendapatan daerah tingkat II Sidenreng Rappang.

f. Menyelenggarahkan tata usuha bagiun.

8. Bagian Organisaci
Hewpunyai tugas welaksanukan sebagiun tugdas-tugas

Sekretariat Wilayah Duerah dalam bidang organisasi.

———————r———
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Bagian ini dalam welaksanalian tugusnya berfungsi
&. wewbian dan sckaligus mengewbanghan lembaga-
lembuga pemcrinlubian dacral.

b. Mengewbungkan perpustakaan duerah.

o

Mengolah data bagi pelaksanaan pemerintahan di
daerah tingkat 11X Sidenreng Rappang.
d. Menyelenggarakan tata usaha Lagian.
9. Bagian Nubungan Masyarukat (Humas)
Hempunyai tugas welaksanakan sebagian tugas tugas
Sekretariat Wilayah dacrah dalam bidang kehuwasan.
Untuk welakcanakan lugus tugas terscbut, maka bagian
Humas berfungsi
a. Mewonitoring segala kegiatan pemerintahan daerah
atau insatnsi pemerintahan lainnya.
L. Memonitoring perkembangan  yang terjadi daulam
masyarakat.
¢. Scbagai juru bicara pemerintah daerah tingkat 1II
Sidenreng Rappang, berdusarkan petunjuk yang di
berikan oleh Bupati.

d. Menyelenggarakan tatu usaha bagian.

¢. Tugas-tugas lain yang sesuai dengan bidangnya.

10. Bugiun Umum
Hempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas- tugas
Sekretariat Wilayah daerah. Untuk melaksanakan

tugas-tugas tersebut, maka bagian umum berfungsi:

———————‘——’———
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a. Melaksanakan tata usaha
b. Helaksanakan arsip
¢. Melaksanakan segala urusun rumoh tangga daerah
d. Menjaga keamanan kerja pegdawai
¢. Melukukan pengurusan burang-barang wmaterial
F. Mengolah informasi dan perjalunan dinas pegawni .
Adapaun tata lkerja Schretariat Wilayah Daerah

Tingkat I1 Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut

a. Hengikuti  segula perkembungan yung terjadi dalam
wilayah kerjanya, dan membuat perikiraan-perkiraan
vang bakal terjadi, gsehingga dapat dicari cara-cara
mongulusingu.,

L. Mengumpulkan, mengolah data atau bahan-bahan lain
vang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.

¢. Hemberi saran dan pertimbungan kepada Bupati sebagai
dacar pertimbangan untulk membuat keputusan yang
tepat.

d. Membusat rancangan atau program-pro
DAl kLA koann M o ol Y

e - n < Adedi g Wt

gramw dalam menyuk-

seskan pelaksanaan remerintahan,

teyes

e¢. Melaksanakan kegiatan-kegiantan yang berdasarkan
pelunjuk yvany diborikan olel BupulLi scbagal

koordinator.

A g b ek rmr - -

- g T

C. Komposisi Pegawai

BNl . a CAEN AT N : )
Peluksanaan pemerintahan  dan pembangunan di

daerah hanya akan berhasil apabila telah diduhunﬁ oleh

———————‘—’-———
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suatu  kemampuan pegawai, yang dupat dilihat dari segi
Jumluly waupun koulitusnyu.

Sebuguimana  diketahu buhwa pegawui wmerupaulian
motor penggerak pembangunan. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa pegawai adalah faktor penunjang ultama
pelaksanaan pembangunun. Untuk wmenciptakan pegawai
vang berkualitas sesuail perkembangun pesbangunan, waka
pewbinaan dan pendayagunuan peguwai harus terus menerus
dilakukuan, baik melului pendidikan dun latihan Janghka
pendek maupun Jungha punjang.

Pegawal pada Kantor Buoati Kepala Duerah Tingkat
II  Sidenreng Rappang, dilihal dair segi jumlah adalah
190 orang. Komposisi pegawai tersebul dapat diperinci
menurut golongan kepanghkatan, tingkat pendidikan, jenis
helawin.

Penempatan pegawia apda posisi vang tepat
merupakan langkah mesti dilakukan, agar tugas pokok
dapat terlaksana. Apabila pencwpatan pegawal belum
dilakukan scecara tepat, maliu besuar kewungkinan pegawai
tidak dapat melaksanakan tugss yang menjadi tanggung
Jawvabnya dengan bail.

Perincian lhomposisi pegawai menurut golongan,
pendidikandan  jenis kelawmin pada Kantor Bupati Kepala
Daerah Tingkat 1II Sidenreng Ruppang adalah sebagai

berikut:
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a. Menurut golongan

| Pegawai pada Kantor Pemerintah Daersh Tingkat
| IT Sidenreng rappang terdiri atas; golongan I,
golongan II, golongan IIT dan golongan IV, seleng-

kapnya dapat diketahui melalui tabel 1 berikut ini

Tabel 1 : KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANTOR PEMERINTAH
DAERAH TINGERAT 1II SIDENRENG RAPPANGC
HENURUT COLONGAN

No. Uraian F %
1. Golongan I 23 orang 12,10
2. Golongan II 110 orang 57,89
v I Golongan TII 568 orang 29,47
4. Golongan TV 1 orang 0,52

Jum1lah 190 orang 100,00

Sumber : Bagian FKepegawaian kantor BEDH TEK. II
Sidrap, 1994.

Komposisi pegawail  menurud golongan adalah;
golongan I sebanyak 23 orang, golongan IT sebanyak
56 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang.
Komposisi peagwni yang demikian merupakan suatu hal
vang wakar, dimana jumlah pegawai operasional lebih

banyak daripada pegawai managerial .

b. Menurut Pendidikan

———-——'——,——-ﬁ
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Apabila pegavwai pada lkantor Bupati Kepalu
Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dilikat dari
segi pendidikan, maka komposisinya adalah; Sarjana
Lengkap, Sarjana Muda, Sekolah MHenengah Tingkat
Atas, Sekolah Menengaht Tinglkat Pertama dan Seliolah

Dasar seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 2 @ KOMPOSISEI PEGAWAI PADA KANTOR PEMERINTAH
DAERAH TINGEAT 11 SIDENRENG RAPPANG
MENURUT PENDIDIKAN

No. Uraian ‘ F %

1. Sarjana 48 orang 29, 26

2. Sarjana Mudsa 24 orang 12,63

3 SHTA 115 orang 80,52

q. SHMTP 2 orang 1.,05

5. sh 1 orang 0,52
Jumlah 190 orang 100,00

Sumber : Bagian Kepeguwaian kantor BEDH TK. II

Sidrap, 1994.

Gambaran mengenal kompoegisi pegawai pada
kantor BEKDH TK. II Sidcenreng Rappung berdasarkan
Lubel tersebul Jdi wlus adululs scbugiom besar pegawui
adalali tamatan SHTA yaitu 115 orang, Sarjana 48
orang, Sarjana Muda 24 orang, SHTP 2 orang dan SD 1

orang.

_-———————T—————‘




13

€. Menurut Jenis Kelamin
Lpabila pegawai pada Kantor BEDH TEK. II Sidenreng
Rappang dilihal dari Segi jenis kelumin, maka perin-

ciannya adalah seperti yung tampak pada tabel di

bawah ini

Tabel 3 : KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANTOR PEMERINTAN
DAERAH TINGEAT 1II SIDENRENG RAPPANG
HENURUT JENIS KELAMIN

No. Uraian F 4

1. Laki - laki 135 orang Y1,08

2. Wanita 55 orang 28,94
Juml al 190 orang 100, 00

Sumber : Bagian Kepegavwaian kantor BEDH TEK. II

Sidrap, 1994 .

Tabel 3 tersebut di atas wenunjukkan perincian
Jumlah pegawai pada Kuanlor BEDH Tingkat IX Sidonrung
Rappang sampai akhir Harct 1994 adalah 190 orang
dengan perincian laki-laki 135 orangd dan wanita 55§
crang. Perincian tersebul cukup  rasionul, yaitu
besar untuk mewberikan kemampuan pegawai. Sehingga

prestasi  kerja peguawuail pada wmasa-masa mendatang

Lturut meninghat .

——————'—]-———“



BAB IV
HIASTL PENELITIAN DAN PEMBANASAN

A. Pengadaan Barang Inventaris

Pengaduan  barang buruang  inventaris pada Kunlor
Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Sidenreng Rappang di
waksudkan untuk wemenuhi kebutuhan pegdaval  dalam  me-
laksanakan  Lugasnya. Adapun suwber pengadaan barang
barang inventaric terscbut adulah

1. Mclalui pewbelian lungsung/borongan

2

Helalui Bantuan,/Suwbangun
Adapun tata cara pengadaan barang -barang
inventaris dilakukan berdasarkan daftar kebutuhan
burang yang telah ditetapkan. Pelaksanaunnya duput
dilakukan secara borongan waupun pembelian langsung.
Setiup unit kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan
tertib adwinistrasi. Wasil pencatatan disampaikan
kepada Bupati melualui Bagian Umum. Ehusus pengadaan
bLarang barang inventaris melalui prelelangan, maka
peluksanasnnya dilakulan denguan cara membentuk panitia
lelang. Teknis pelelungunnys dikonsultasikun Lersuama
Lbagian Umum.
Adapun Bupati Kepala Daerah Tinghut II Sidenreng
Rappang menghendaki lain, maka pengadaan barang barang
inventaris tersebut dapal dilakukan sendiri oleh unit

44
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kerja dimana barang dibutuhkan. Dalam hal vang
demikian, FKepala Unit/Kepala Pagian bertanggung Jjawab
lungsung terhadap tertib administrasi pengadaun  barang
dan  melaporkannya kepada Bupati melalui Bagian Uwum,
Tata cara pelaksanaan pembelian barang memalui satua
panitia pembelian ditectapkan dengan Surat Eeputusan
Bupati Képala Daerah Tingkat 1II Sidenreng Rappang,
susunan personil panitia pembelian adalah

1. Sekretariat Wilayah Daersah (Sekwilda) ditetapkan

sebagai Ketua meranghap anggota.

2. Kepals Bagian Umum ditetapksan schagai sekretaris.

3. Kepnla Bagian Keuang sebagel anggota

1. Fepala Bagian Hulum sebagai anggota

9. Kepala Unit/Bagian (Pemakai) sebagai anggotan
Pengadaan barang yang dilakukan secara pelelangan

dimuak umum  dilaksanakan dengan mengundang para

rekanan (pengusaha) yang berminat . Proses penyampaian
kepada  relkanun  dilakukuan dengan  membuat pengumuman
sccara terbuka, dengan demikian rengusaha masing masing
mempunyal kesempatan yung sama untuk memenanghkan
tender. Para rekanan yang ingin mengikuti pelelangan,
diwajibkan untuk memenuhi Scemua persyaratan yang  di

tentukan oleh panitia lelang. Rekanan atau rengusaha
vang bermaksud mengiliuti relelangan, naman tidak
memenuhi persyaratan  yang ditentukan tidak dapat

diikutkan dadam tendor Lorscbut, dinyatulun mongundur-
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kan diri setelah sampai batas waktu yang ditentukan.
Pengadaan barang inventaris pada ¥antor DBupati

Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang senantiasa

memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku terutama

mengenal prinsip-prinsip seperti

1. Pengadaan batang memprioritaskan barang yang dibuat
atau hasil produksi dalam negeri.

2. Pengadaan barang dengan memperioritaskan perusahaan
vang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Pengadaan barang melului pelelangan tetap memper-
hatikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah di
bidang pelelangsan.

Ketentuan-ketentuan yang penting untuk diperhatikan
dalam  pengodaan borang welului  pelolangan  antaru
lain
Calon rekanan yang mengajukan diri sebagail peserta
lolung, haruo Loercutul dalam daftar Rekanan  Mampu
(DRH), ymitu telah lulus prakualifikasi.
Pembelian dilakukan dengan cara
a. Pepelangan Umum
L. Pelelangan terbatas
Dalaw hual yung bersifal teknis, yang mengharuskan
unsur-unsur dari instunsi lain yang berhubungan

langsung dengan tugasnya terhadap barang yang akan

diadakan (misalnya pewmbangunan gedung oleh Dinas
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PU dan pembelian obat -obatan oleh Dinas Keschatan
dan lain lain).
Pengumumwan lelang antara lain memuat secara
singkat mengenai
1. Tnstansi Pelaksana lelang
2. Keterangan singkat mengenai jenis barang/pekerjaan
vang akan diadakan/dikerjakan.
3. Tempat pelelangan

4. Waktu Pelelangan

n

Tempat memperoleh dokumen lelung

8. Kepada siapn surat penavaran harus disampaikan

1..;1; l..il- 'J.J-a

'
TSR L - 4w

Sctelalh mengadulian tupat, waka panitia lelang

" m 2

Losendih yung dapal dipe Lunggung  Juwubkun, sesoud
kebutuhan baraung  (teruma akualitas). Berita Acara
Lelung tersebut dieampailan kepada Pupati Kepala Daerah
digertal saran untuk mendapathan keputusan pemenang
lelang. Berita Acura tersebut antara  lain memuat
tentang

a. Tempat pelaksanasan lelang

b. Susunan panitia

¢. Anggotu punitia yung hadir

d. Rekanan yang diundang/rekanan yang hadir
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e. Rekanan yang memenuhi syarat/rekanan calon pemenang
lelang.

Setelah penentuan pemenang lelang pembelian/
pekerjaan ditentukan, maka panitia seterusnya menyam-
paikan hasil penenbtuan tersebut kepada Bagian
Perbekalan/bagian Uwmum/Unit vang bersangkutan untuk
dilaksanakan. Prosedur pencrimaan barang adalah scbagui
berikut
a. Panitia wmwembuat surat perjanjian yung ditandatangani

oleh Kepala Dacrah, Bagian Perlengkapan atau Bagian
Vwuam .

L. Surat Perintah Pewbeliun, harus dengun tegus mewmunt;
Jumlah barang, besarnya biaya yang diperlukan dan
syarat-syarat lain yang diperlukan.

c¢. Penerimaan burang dilaksanakan olels bagiun Perleng-
kapan, seteluh mendapat pemeriksaan dengan membuat
berita acaranya.

d. Pembuayuran hanyu daput dilukukan  wpubila  rekanun
telah melewpirkan dokumen-doluwen vang ditentukan
oleh panitia.

Mengenai pengadaun  tanal unntuk kepentingan
remerintah dacrah, diadulkian pengalturan tersendiri.,

Ketentuan-kctentuan tersebut di atas ditujukan
untuk pengadaan barang dengan anggaran belanja rutin

mauvoun dengan anggaran belanja pembangunan. Barang-
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barang yang sudah diadakan dihimpun atau disusun dalam
suatu daftar rekupitulusi.

Dari hasil penclitian, dipeorleh dutua wengenal
keadaan barang inventaris pada Kantor Bupati FKepala
Daerah Tingkut II Sidenreng Rappang, seperti vang

Lampak pada tabel 4

Tabel 4 : REKAPITULASI PARANG INVENTARIS TIDAK
BERGERAK PADA KANTOR BKDH TINGKAT TI1I
SIDENRENG RAPPANG, 1993/1994

No. Jenic barang Luas (lla) Jumlah
1. T anah 2.083.220,70 394 bidang
2. Gedung kantor, BE2.22% 55 480 unit
Pabril:
3. Rumah tempat
tinggal ©2.972,32 455 unit
1. Monumen 26.459,00 10 unit

Sumber : Bagian Umum Kantor BEDH TK. TI Sidrap, 1994

Cambaran mengenni headaan barang-barang
imventaris tidak bergeral: pada Kantor Pemerintah Daerah
Tingkat II Sidenrong Ruppung wenurut tabel terscbut di
atas adalah; tanah dengan luas 2.083.220,70 yang ter-
diri atas 455 unit sataun 52.972,32 ha dan monumen 10

bidang dengan luas mencapui 26,459,000 hax.

——————r—
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Data mengenai keadaan barang inventaris yang
bergerak pada Kantor Pemerintah Daerah Tinghkat 11
Sidenreng Rappang adalah seperti yang tampak pada tabel
5 berikut
Tabel & : REEKAPITULASI BARANG INVENTARIS YANG BERGERAK

PADA KANTOR PEMERINTAH DAERAHN TINGEAT 1II

SIDENRENG RAPPANG, 1993 / 1994

Ho. Jenis barang Jumlah Keterangan
1. MHobil jeep 1 unit baik
2. MHobil sedan 1 unit baik
3. Mobil Lruck 12 unit Lauik
4. Mobil Pick-up dan bus 30 unit baik
5. Sepeda Motor 36 unit baik

Sumber : Bagian Umum Kantor BEDH TEK. II Sidrap, 1994

Keadaan barang inventarisasi bergerak khusus
kendaraan pada Kantor Pemerintah Daerah Tingkut I1I
Sidrap sampal akhir Maret 1994 adalah jeep 1 unit dalam
keadan baik, sedan 1 unit dalam keadaan Jjalan, mobil
truck 12 unit dengan keadaan baik, pick-up atau bus 30
unit keadaan baik dan sepeda wmotor 36 unit.

Daftur inventaricasi peralstan kanlor dibuat
Lerpivalh dari Larang invenlaris lulnnya yang Jdimalsud

han untuk memberikan licwuduhan  daluam pelaksanaan

—-———'——‘-—————J




pengavasun dan pendistribusiannya. Keadaan peralatan
kantor pada  FKantor Pewerintuh Duerah Tingkat IT
Sidenreng Rappang, duapat diketahui pada tabel 6

berikut

Tabel 6 : REKAPITULASI PERALATAN KANTOR PADA KANTOR PE-

HERINTAH DAERAIl TINGEKAT II SIDENRENG RAPPANG

Ho. Jenis barang Jumlah FKeterangan
1. Mesin Komputer 3 unit baik
2. Mesin stensil 2 unit baik
3. Mesin ketik 114 unit baik
1. Mesin hitung 12 unit baik
S. Brand hkas 8 buah baik
6. Lemari 398 buah baik
7. Heja 1.009 buauh baik
8. Kursi 2.680 buah baik

Sumber : Bagian Umum Kantor BEDH TEK. II Sidrap, 1994

Dengan  welihat  Leaduan peralatan kantor pada
kantor pemerintah dacrah tinglat II Sidenrveng Rappang
mala dapat dikatakan baliva Ltugdas-tugas ulnuim
premerintahan dan pembangunan di daerah tersebut dapat
terlaksana  dengan baik, Lkarens sudah ditunjung oleh

veralatan kantor yang culup wemadai dan wodern.

———'—,————J



Data primer duari hasil penelitian mengenal
tanggapan-tanggapan recponden Ltentang tula cura
pengadaan barang barang inventaris pada Kantor Bupati
Repala Daerah Tingkat 1II Sidenreng Rappang adalah

seperti yang tampak pada tabl 7 di bawah ini

Tabel 7 : STANDAR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARAHG-BARANG

INVENTARIS PADA KANTOR BUPATI EEPALA DAERAH
TINGEAT II SIDENRENG RAPPANG

Ho. Tanggapan F %
1. Sangat baik 23 50,00
2. Cukup baik 18 38,13
3. EKurang baik 3 B, 52
4. Tidak baik 2 4,34
Jumlah 48 100,00

Sumber : Bagian Umuw Kantor BEDH TE. II Sidrap, 1994

Pengadaan barang-barang inventaris, baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak pada Kantor DRupati
Kepala Daerah Tinghkat II Sidenreng Rappang, uwenurut
tanggapun respodnen seperti yang terlihat pada tabel 7
Lerscebut di atasg adalali; sebagian besar responden
berpendapat bahwa pengadaannya sudah baik, artinys
sudah sesuai dengan kebutuhan dan standar kerja, baik

dilihut dari segil mutunya mauvpun dari segil jumlahnya.
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B. Penggunaan Barang Inventaris

Nasil penelitian vang dilakukan menunjukkan bahwa

puda  Kanlor Bupati Kepaula Daerah Tingkat II Sidenreng

Rappang barang barang inventuris digunakan untuk

keperluan seperti

1.

ra

Untuk Kepentingan Dinas

Dulam hal penggunuan barang-barang inventaris untuk

kepentingan dinas, berarti barang inventaris
digunaka scbagaimana mestinya.  Sehingga tugas-tugas

pegaval dapaul dilaksanalan dengan baik pula.

Untuk Kepentingan Pribadi

Tewvan penclitiun, memperlibhutkan duta Luhwa pegduvuil
pada kKantor Bupati Kepala Daeralh Tingkat 11
Sidenreng Ruppang sering pula menggunakan barang-
Larang inventaris untuk kepentingan pribadi.
Schingga tentu s=aja hal ini sangat merugikan
pemerintah. Barang-barang inventaris yvang sering di
gunakan untuk kepenlingan pribadi, ada kemungkinan
cepal  rusak, karena tidul diperliharsa sebagaikmana
westinya, ada anggapan scbagian peagwal bahwa barang
itu bukan wilik wmereka Jadi tdiuk perlu terlalu
dirisuuliun.

Untuk Kepentingan Lain

Pegawul sering pula menggunukan  barang inventari-

sasl untuk keperluan vang Lidak jelas.




Berikat ini  tabel yang memperlihatkan Jjawaban
responden tentuang penggunaan barang barung  inventaris
rada Kuntor Bupati Kepala Daerah Tingkat II  Sidenreng

Rappang yang diperolel melalul penelitian.

Tabel 8 : PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS PADA KANTOR

BUPATI KEPALA DAERAI TINGKAT II SIDENRENG

RAPPANG
Ho. Tanggapuan ¥ b4
1. Sebagian besar untuk 84 69,56

ltepentingan dinas

2. Scbagian besal untuk 10 21,973
kepentingan pribadi

3. Untuk kepentingan 4 8,69
lain
Juwmlah 46 100,00

Suwber : Bagian Umuw Fantor BEDHN TE. II Sidrap, 19904

Javuaban  responden mengenal  penggunaan barang-
Larang inventaris, baik yang bergerak waupun tidak
bergeralk adalah cukup beragsm. Sebagian besar
vesponden wemberikan Javaban  bahwa  worcka sering
menggunakuan barang buarung inventaris untul iepentingan
pribudi  dan kepentingan luin yang tiduk jelas, Letapi
weshkipun dewikian ada juga yang menjawab bulwa pegawai

waaih loyal menggunakan barang barang inventaris untuk
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Lepentingan  dinas, wasih wenunjuklan frekuensi  yang
culiup tinggi.

Buagaimwanu besarnya pervenlase penggunuun barang
Larang invenlaric untuli kepenlingan di luar dinas,
Lerikult tanggupan respodnen wmengenal hal  tersebut,

sebagulaman yang Lampak pada tabel.

Tubicl 9 : PERSENTASE PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS UNTUK
KEPENTINGAN DI LUAR DINAS

Wo. Tanggapan r b4
1. DBiasa 11 23yl
2. Selalu a5 76,08
3. Jaurang/kadang-kadang 0 -
Jumlah ' 48 100,00

Sumbier : Bagiun Uwum Kantor BEDH TE. II Sidrap, 1994

Persentase penggunaan barang barang inventaris
pada Fantor Bupati Fepala Daeral Tingkat IT  Sidenreng
Rappang menurul  tanggapan  regsponden  adalah Luhwa
pegaval pada dasarnya celulu berkehenduk untuk meng-
gunakannya selama tidali wmwenggunggu pekerjaan ulama
werchka., Artinya penggunaan barang barang inventaris itu
lebih mengutamalan kepentingan dinas di atas

kepetningan lain. Telapil walaupun demikian, kebilasaan
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atau  lkecenderungan in  itentu saja harus segera di
alusi, wgdur penggunaannyu Loebil boduayuguna Jun berhasil

guna.
Pemelihuran Barung Invenlaris

Pemelihataan  werupakan suualu kegintan  welulkukan
pengaturan  barang, agur scnantiasa daluw siap pakai
upabila  dibutuhkan. Pemeliharaan barang adalah suatu
kegiatan bagian perbekalan dan logistik yang ditujukan
rada barang yang sedang dalam penggunaan atau dalam
gudang penyimpanan, yang wemwpunyai pengaruh  langsung
Lerhadap Ltugus tugus pegawai dengan tidak menambah
atavpun mengurangi bentulk aslinyu. Schingga pendaya
gunaan barang terzebut telup dupat dipertahankan.

Pewerintah daerah Tingkat II Sidenreng Rappang,
dulam menjaga Lkeutuhuan barang barang imventaris di
Fantor Bupati Xepala Daeruh Tingkat 11X Sidenreng
Rappang mewmpunyai Jadwal perawvatan barangs ebugai
Lerikut
1. Peweliharuan yuang berisfuat poencegahan  yang dilak

Sanakan setiap hari oleh pemakai/unit organisasi.

3

Pewelihiuraasn yang sifatuya ringan, dilakukan secara
berkala, seperti

a. Perbaikan

L. Mengganti beberapa bagian yang dianggap dapat

mempengaruhi pemakaiannya (misalnya suku dacang).
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Pemeliharaan yang bersifat berat, dilakukan secara
Lepabt dengan mewperbtimbanghian hondisi barang sctelul
diperbaiki, keseimbangan harga/biaya yang dikeluar-
han dengan harga barang itu sendiri.

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeliharaan barang-

barang inventaris pada Kantor Bupati Kepala Daerah

Tinglkat IT Sidenreng Rappang, maka barang-barang

inventaris yang ada, di bagi ke dalam 3 (tiga) golongan

Lesar

B

2

Peralatan Kantor yung tidua bertenuaga listrik

Gedung, Ltanah dan bangunan bercejarah.

Kendaraan, mesin, alat-alat perbenghelan dan
perulatan kantor yang boermuatan listrik.

Pelaksunaan pemeliharaan barang inventaris dapat

berjalan lancar, karena bagian uwum telah membuat

rencana pemeliharaan

t2

Pemeliharaan dilakukan dengun womperhabikan

Jenlils boarang yang porlo dipoerbuiki

Volume pekerjaan yang wunghin dilakulkan

Piaya yang diperlukan

Haktu pelalkasnaannya.
Pemeliharaan didacarkan hepads Rencana Pemeliharaan
tahunan, baik dengun biaya rutin wmaupun dengan biaya

pembangunan .

Hazil pewmelibaraan Jdisuwpaikan kepadu Bugilan  Umum




untuk diteruskuan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai
luporan.

Yegiantan pemcliharaun barang inventaris terulams
peralatan kantor, Lkendaraun pada umumnya dilakukan
sendiri oleh peguwal  alun  pemakal dengan Lanpa
perminbaan blaya poerbaikan.

Dari hasil pengumpulan data di lapangan,
dipercleh data mengenai tanggapan responden terhadap
cara pemeliharaan barang-barang inventaris di Kantqr
Bupati EKepala Daersh Tingkat II Sidenreng Rappang

seperti yang tampak pada tubel berikut

Tabel 10 : PEMEIHARAAN RARANG INVENTARIS PADA KAHTOR

BUDATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDENRENG

RAPI'ANG
Ho. Tanggapan F y 4
1. Sangat baik 31 87,00
2. Cukup baik 11 23,91
3. EKurang baik 3 8,52
4. Tidak Dbaik 1 2517
Jumlah 416 100,00

Sumber : Bagian Umum Kantor BEDH TK. II Sidrap, 1994

—————'—-T——J
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Pemeliharaan barang barung iuventaris puda Kantor
Bupali FKepala Daerah Tingkut I1I Sidenreng  Ruppung
wenurut tanggdapan responden adalah pada uwumnysa
wenjawab seperti berikut; bahwa pegawai sudah mmelihara
barang-barang inventaris dengan baik. Dengan demikian
dupat diciwpolkan Lbabwae rasu momdiliki o Lorhadugp Lurung
barang inventarig terscbut cukup linggi, schingga hal
ini tentu saja harus dipertahankan.

Dalam pengadaan, pemclihaaran dan penggunaan
barang inventaris pada Kantor Bupati Kepala Dueral
Tingkat II Sidenreng Rappang dihadapi beberapa hawbatan
vang duapat disebutkan sebagai berikut:

1. Hawbatan Dalum Pengadaan Burang Invenluris
Hawbatan yang dihadapi dalaw pengadaun barang-bLarang
inventaris adalah
a. Duana

Hasalah dana menjadi saluk satu  fuktor yung

menghuwbat dalam pengadaan barang, terutama untuk

memenuhl kebutuhan pegawai. Sewmentara kebutuhan
pugawal  akun  peralutan  kerja sangat beraneka
ragam. Disesuaikan dengan Jenis pekerjaan.

Scmakin rumit jenis rekerjuun  pegawali, wulia

Svwaklin  wodein pula poeralalan kerja  yang tenta

dibutubkannya. Untul  melakulian pengaduaninya

diperlukuan dansa yang culup besar, hal iniluhb vang

wenjudi venghumbal  sehingga beberapa Jdenig
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co

peralatan kerja belum diadakan, karena dana yang
tersedia belaw mowonghinkan.

b. Lingkungan/Tempat Kerja Yang Belum Memadai
Masalah tewpat kerjua juga masih menjadi hawbatan
dalam pengadaan barang. Yaitu sarana dan prasa-
runa  Jdi Kuntor Bupati Kepala Daerah Tinghkat 11
Sidenreng Ruppang bLelum memadal, sehingga apubila
dilakukan pengadaan beberupa Jenis peralatan,
becar lkemungkinannya tidak tertuwpung .

Hambatan Dalam Pemelihbiaraun Barvang

Pemeliharaan barang barung inventaris, Lerutama

poralatan kantor yang berpengaruh langsung terhdap

peluksanaan pockerjuun peguwai toesnyuta dihadapkan
pada Leberapa wmusalali, seperti

a. Sistew peweliharuan belum mewadai
Sistim pemeliharaan yang beluw menperhatikan
kctentuan ketentuan yang sebenarnya merupalkan
masalah utama dalam pemcliharaan barang-barang
inventaris di kantor Lersebut. Artinya sejumluh
barang inventaris ditumpuk begitu saja tanpa da
inventarisasi yang jelas. Schingga hal tersebut
mempercepat proses hkerusakannya.

b. Cudang/Tempat Penyimpanan belum memadai
Cudung penylumwpanun burang vang belum memadail juga
menjadi mazsalah dalam ranghka melaksanakan

pemeliharaan. Akibatnya sejuwmluh barang tertentu
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disimpan atau ditumpuk di luar gudang, yang tentu
saja secara biologis akan dipengaruhi oleh cuaca
vang sclulu berguanti (pasuan dan dingin) yung wkan
mempercepat rusaknya barang.

Pemanfaatan Tenaga Tekuis Belum Sccara Berdaya
Guna.

Tenaga teknis yang diwiliki beluw dimanfaathan
secara maksimal, sehingga perlenghkapan kantor
vang dapat diperbuilii sendiri, harus diperbaiki
oleh Lelinis dari luur. Padahal untuk memperbaiki
burang yang rusak dengan wmewpergunalan tenuga
teknis dari luar, harus mewerlukan angurun ter-
sendiri. Padahal dengan wenggunalian tenaga
teknis  yang ada Liduk menjadi beban yang berat.
Pendayagunaan pegawal merupakan suatu hal yang
perlu di lakukan oleh Kantor Bupati EKepala Daerah

Tinghkal 11 Sidenreng Ruppung.

Huwbatun Jdalum penggdunaun barang inventuris

Yang menjadi falktor penghambat dalaw penggunuan

barang-barang inventaris adalah

[ 2

Sikap Pegawai

Sikap atan  pandoangan pegawai  terhadup  barang
barang invenlaric yang wmasih  renduli, merupakan
salali satu hawbatan dulaw pendayagunaan barang

inventarlis. Artinya pegavai belun memiliki
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kesadaran  yang culup bahwa barang tersebult di
beli dengan  menggunakan dana dari negarsa.
Sehingga  Luwpuk barang digunakan dan Lempatlkan
begitu saja.

Pengawvasan

Lemahnya pengawasan dari atasan terhadap bawahan
merupakan faktor yung turut wempercepal rusaknya
burang . Doengan tidak mondapal  pongavasun yung
ketat, pegavail menggunakan barang inventaris

kebanyakan untuk kepentingan pribadi atau kepen-

tirgan lain di luar dinas.




BAD V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengurallian Lentang udministrusi
pengadaan dan peweliharaan barang-barang inventaris
ruda  Kantor Bupati Kepala Daeruh Tingkat IT Sidenreng
Rappang, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa
kesimpulan yang werupulkian pokok-pokok pembahasan dalam
skripsi ini.

1. Pada dasarnya adwinistrasi rengaduan barang pada
obyek penelitian ini, telah dilaksanakan dengan
sebaik baiknya sesuai dengan  ketentuan pemerintah
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1979 Tentang Pelulisanaan Pengelolaun Barung
Pewerintah Dacrali. Dewikian Juga dalaw hal pemeli
haraan Barang-barag inventaris tersebut, pemerintah
darah Sidenreng Rappang telali wmelakukan adwinis-

trasi pemeliharaan dengon bailk.

8]

Secara terpisah Bagian Umum membuat daftar
inventarisasi Larang, yaitu pertamsa barang tidalk
bergerak, barang bergerak dan peralalan Lkuntor.
Tujuannya dalali untuk wemuduhkian  melukukan penga-
wasan dan  pemeriksaan apabila sewaktu diperlukan
sebagal bulti. Langlkab itu diambil Juga sebagai

63




c4

upaya wmcmpermudah  pegawail dalam  welakulian  inven -
Lraisaci.

3. Tanggupun 1respondoen Lerbadap cura penguduun Larang
inventarisasi adalal pada vwumnmya pegawai memandang
balwa cara pengadaan barang tersebut suduh sesuai
dengan kebutuhan mereka. Sehingga dapat menunjang
pekerjaan mocreka. Sebub pengadaasn barang didasarkan
cepada perencanaan kebutuhan barang inventaris yang
dibuat dengan berbagail pertimbangan yang matang.

4. Demikian pula dengun tanggapuan responden  Lerhadup
cara pemeliharaan barang inventaris di kantor Bupati
KEecpala Daerali Tingkay II Sidenreng Rappang, pada
umumnya  responden mewberilian jawaban bahwa pemeli-
haraan barang telali dilulizsanakan dengan baik

meskhipun dihadapl beberapu musalah.

w

Hasalah masalah  yang dihadapi dalam pengadaan dan
pemcliharaan adalah

Pengadaan

. Dana yang terbatas

b. Linghungan/tewpul jerja yang beluw memadai

Pemeliharaan

a. Sistew pemeiharvaun yang Lelum memadai

b. Gudang/tewpal penampungan belum memadai

¢. Tenaga teknis pemeliharaan belum dimanfaathan
Hmaka cara -cara pewmecahan yang tepat, perlu segera

ditcwpul, sehlinggu pelaksunuunnys lobil Lalk.




Sarawm suran

Sebagni bahan pertimbangan untuk melaliulian peme

cahan terhadap ma=zalah masalsah vang dihadapi, maka

berikut ini penulis mengetengahkan beberaps saran

scbagal upaya pemecahannyu.

1.

e

Hendaknysa dalam pengadaan barang, terutama peralalan
kerja diserahkun velaksanaannya kepada bagian atau
uti  kerja yang wembutuhlkannya. Sehingga prosedur
vang ditempulh tidak terlalu berbelit belit, vangd
Justru akan mwemperlambut pelaksanaan pekerjaan.
Sebab  peralatan sudah dibutuhkan, sedang pengada-
annya masih wmewerlukan waktu dan  prosedur yvang
panjang. Kemudian hasil pengadaan itu disampaiknur
kepuda bagian umum sebagai pertanggung Juawaban.
Hendalknya pemeliliaraan barang inventaris yang
dilakukun seluma ini, mewperhatikan Londisi daripada
barang yang dipelihara, apakah barang tersebut dulum
kondisi cuaca tertentu akan wengalawi perubahan ataa
tidal:. Jika dewikian, maka pertimbangan untul
wenylwpannys  pada tewpal yang tepat  harus segera
dilakukan, agar tiduk terlalu berbenturan dengan
Leadaan setempat. Scwenlara inventarisasi dalam

gudang perbekalan hurus tetup dilakukan.
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C. DOEUHEN -

Instruksi Presiden No.

s

-

3 Tuhun 1971 Teplang Iuventa-

Surat Keputusan MHenteri Kecuangan No. Kep. 225/MK/V/4/
1971 x - " o - ol
3 o 2 - H - . ’
Hogara.

Peraturan Menterl Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 Tentang

T

(r




DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA : |

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI I |
NOMOR 4 TAHUN 1979

| : ' TENTANG

| PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG:

| PEMERINTAH DAERAH

| : MENTER] DALAM NEGERI,

Menimbang : Bahwa tertib administrasi dan pendayagunaan barang
dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai
dengan hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing
Dacrah berdasark:an Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka
dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan pengelola-
annya.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang No. 72 Tahun 1957 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri ‘e-
bagai Undang-undang;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang No. § Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah; '
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10.

14,

15.

- Undang-undang No. 15 Tahun 1962 tentang Ketentuan -

ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah:

- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 lentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah;

- Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok.

pokok Kepegawai

. Peraturan Pem:rE:L.h No. 46 Tahun 1971 tentang

Penjualan Kendaraan perorangan Dinas Milik Negara;

. Peraturan Pemcrintah No. 16 Tahun 1974 tentang

Pelaksanaan Penjualan Rumali Negeri:

» Peraturan Pemerintah No. S Tahun 1975 tentang

Pzngurusan, Pertanggung-jawaban dan Penpawzsan
Keuangan Daerah;

Peraturan  Pemerintah No. 6 Talun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daeral

dan Penyusunan Perhitungan Ariggaran Pendapatan
dan Belanja Duerah;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun

1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah
Neperi,

» Kepu'tusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tzhun

1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun

1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun
1970 tentang Penjualan dan ‘atau pemindah tanganzn
barang-barang yang dimilili/dikuasai Negara, beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya;

Iastruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun
1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/
kekayaan Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No, KEP-225/MK/V/4/1971 ten-
tang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi barang-
barang milik Negara/kekayaan Negara;




16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1973
tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian hak
atas tanah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975
tentang Contoh<ontoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan  dan Delanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978
tentang Pelukisanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 102 Tahun
1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, jo. No, 139 Tahun 1979.

t Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Gabungan Terbatas Kepala Biro Per-
bekalan dan Perawatan Materiil Daeralh Tingkat | dan
Kepala Biro Keuangan Daerah’Tingkat I bulan Januari
1979 di Jakarta dan hasil Musyawarah Kerja ke-VII
Liank Pembangunan Daerah dan Konsultasi Biro Keuangan
Daerah Tingkat | seluruh Indonesia bulan Juni 1979 di
Ujung Pandang.

MEMUTUSK AN:

Menetapkan ;. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
' PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG PEMERIN-
TAH DAERAH. !

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 atau
Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1;
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b. Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat | atau Bupalil
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1;

d. Sekretariat Wilayah/Daerah ialah Sekretariat Wilayah/Dacrah Propinsi

Daerah Tingkat | atau Sekretariat Wilayah/Daerah }\nbu'r‘tenll otama-
dya Daerah Tingkat I1;

e. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat |
atau Sekreteris Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
Il

f.  Sekretariat Dewan ialah Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Propinsi Daerah Tingkat | -atau Sekretariat Dewan ‘Perwal:ilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1;

g. Sekretaris Dewan ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Propinsi Daerah Tingkat | atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11;

h. Biro Perbekalun/Bagian Umum jalah Biro Perbekalan dan Perawatan
Materiil pada Sekretarfat Wilayal/Daerah Tingkat | atau Bagian Umum,
Hubunpgan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Wilzyah/Daerah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1;

i. Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum ialah Kepala Biro
Perbekalan dan Perawatan Materiil pada Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat 1 atau Kepala Bagiun Umum, Hubungan  Masyarakat  dan
" Protokol ada Sekretariat . Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat 11;

'j. Kepala Keuangan ialah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah/
Dacrah Tingkat | atau Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Wi-
layah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

k. Bendaharawan ialah Bendaharawan pada Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat | atau pada Sekretariat Witayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya
Dacrah Tingkat Il atau pada satuan kerja Pemerintah Daerah lainnya
serta pada Proyek; '

. Bendaharawan Barang lalah Bendaharawan DBarang pads Biro Perbekalan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat | atau pada Bagian Umum, Hubung.
an Masyarukat dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/

406

e ————




2

Kotamadya Dacrah, ngl at 11 ainu pada satuan kerja Pemerintah Daerah
lainnya;

. Pengurus barang ‘adalah Pejubat yang diserahi tugas untuk mengurus
barang yang ber.’\da di luar kewenangan Bendaharawan Barang;

Unll ialah suatu pernngkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1) Badan/Lembaga Daerah;

2) Sekretariat Wilayah/Daerah;

3) Komponen-komponern;

4) Dinas-dinas Daerah;

5) Bank Pembangunan Daerah;

6) Perusaliaan Daeraly;

7) Unit pelaksana Daerah;

Satuan kerja adalah bagian daripada Un:t;

Burang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang bc:wujud'
termasuk hewan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta
~ bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat
dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali uang;

Kendaraan perorangan dinas ialah kendaraan bermotor angkutan darat
milik Daerah yang telah ditentukan pemegangnya termasuk yang di-
pisalikan, yang lazimnya dipergunakan untuk kendaraan angkutan per-

orangan seperti Sedan, Jeep, Station Wagon,Sepeda Motor dan Scooter; °

Pengelolaan ialah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap barang
Daerah yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyzluran, pengguna-
an, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan dan penjualan/sewa beli;

Pengadaan ialah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan
dan pengaturan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Pemerintzh Daerah;

Penyimpanan ialah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penycleng-
garaan dan’ pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan/
gudang,

Penyaluran ialah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyeleng:
garaan dan pengaturan pemindahan barang dari suatu tempat/ruang

penyimpanan/gudang ke tempat lain/ruang penyimpanan lain/gudang
lain/pemakal;

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyeleng-
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garaan dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasilguna:

Inventarisasi adalall kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyeleng-
garaan dan pengaturan pencatatan dan pendafltaran barang;

Penghapusan adalah kegiatan untuk 'melakukan pengurusan, penyeleng-
garaan dan pengaturan pembebasan barang dari pertunggung-jawaban

Panitia Pembelian/Pekerjaan adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat

Keputusan Kepala Daerah, dengan tugas untuk mempersiapkan dan
melaksanakan tender;

Panitia Penrgriksaan adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputus-
an Kepula Dacrah dengan tugas untuk memeriksa dan menguji barang.
Panitia l"cngh:.pusan adalah Panitia yang dibenwk dengan Surat Ke-
putusan Kepala Dacrah dengan tugas untuk mengadakan penelitian dan
penilaian terhacap barang yang akan dihapus/dijual.

P'asal l2

Pengelolaan barang ialah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-
fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,
penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi beserta penatu-
usahaannya;

Pengelolaan barang Daerah dilaksanakan secaru terpisah daripada pe-

. ngelolaan barang Pusat;

(1)

(2)
(3)

(4)

408

Pasal 3
Kepala: Daerah adalah kuasa/ordonatur barzng, berwenang dan ber-
tanggung-jawab dalam mengendalikan dan membina pengelcluan barang;,
Sekretaris Wilayah/Daerah adalah pembantu kuasa/ordonatur barang;

Kepaly Diro Perbekalan/Kepala Bagian Umum karena jabatannya adalah
pembantu kuasa barang dalam penyelenpgaraan pengelolaan barang
dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang pada Unit;

Kepala Unit sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf n Peraturan Menteri
ini, Karena jubatannya adalah penyelenggara pembantu kuasa barang,
berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggiraan administrasi
penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan Unit masing-masing;
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(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bendaharawan Rarang bertugas untuk menerima, menylmpan dan me-
rpeluarkan barang yang ada dalam pengurusannya atas perintah kuasa/
crdonatur barang atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan persetujuan
atasan langsungnya dan membuat surat pertanggung-jawaban kepada
Kepala Daerah;

BAB I
PENGADAAN DAN PEMELIITARAAN

Bagian Pertama
PENGADAAN
Pasal 4
Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umuin sepiap tzhun membuat:
a. Rencana kebutuhan Lnrang yang diperinl.an oleh sztiap Unit DPe-
merintah Daeraly, yang mgliphti keperlian rufin dan pembangunan;
b. Sl_an:larimsl. pormalisust byrpog dan horgi;
tencans kebutuhun barang dinakind ayup (1) pusal Ini dibuat berdasar-
kan wsul durd Unit Pemertniuh Pagcab dan disssoidkan dengan anggaran;

Digksi Bopk Pembuangunyn Dugreli dan Perusehaan Daerah setiap tahun
membual rencuny kebutuhiag) buripe yang diperlukan untuk pelaksanaan
(ugasnys e1gs porgsiujian Dewan Pengawas masing-masing;

Pasal 5
Pelaksanaan pembelian/pekerjaan dilakukan dengan cara dipusaikan
melalui Panitia Pembelian/Pekerjaan Dacrah.
Kepala Daerah dapat melakukan kebijaksanaan pembelian/pekerjaan
melalui Panitia Pembelian/Pekerjaan Unit;

Tata cara pelaksanaan pembelian/pengadaan barang diatur sebagai
berikut: .

a. Sekretarial Panitia Pembelian/Pekerjaan pada Liro Perbekalan/Bagian
Umum atau pada Unit bertugas menyelenggarakan administrasi tender
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Panitia Pembelian/Pekerjaan menyelenggarakan tender dan meng-
usulkan calon pemenang tender kepada Kepala Daeruh;
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c. Hasil peneptuan pemenang tender diseralikan kepada DBiro Per-+

bekalan/Bagian Umum/Kepala Unjt yang bersangkutan untuk
dilaksanakan;

d. Pencrimaan barang dilaksanakan oleh Bendaharawan Barang di
gudang Pemerintah Daerah atau Unit atau di tempat yangz ditunjuk
setelah diperiksa oleh Panitia Femeriksa Barang dengan membuat
Berita Acara pemeriksaan;

e. Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila dilampiri dokumen-

dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; ‘

(3) Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini
susunan Keanggotaannya sebagai berikut:

Ketua/Anggota ¢ Assisten Sck.relalis. Wilayah/Daerah yarg mem.
bidangi Perbekalan;
Wakil/Ketua/

Anggola ¢ Kepala Biro Perbekalan/Iepala Bagian Umum;
Sekretaris/tukan - ' T r
Anggota Unsur Biro Perbekalan/Bagian Umum;
Anggota-anggota : 1. Kepala Biro Keuangan/Kepala Bagian Ke-

uangan atau pejabat yang ditunjuknya;

2. Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum
atau pejabat yang ditunjuknya;

. 3. Kepala Unit p'cmakai atau pejabat yvang di- .
‘tunjuknya, scbagai anggota tidak tetap,

Untuk hal-hal yang bersifat teknis harus diikut-sertakan -unsur-unsur
teknis dari instansi yang berwenang, ialah instansi yang berhubungan
| dengan tugasnya (fungsinya) kompeten untuk mengadakan penelitian
terhadap barang yang akan dibeli/pekerjaan yang akan dilaksanakan,
misalnya: untuk bangunan gedung kantor/rumah dinas oleh Dinas'
} Pekerjaan Umum, obat-obatan oleh Dinas Kesehatan;
|

(4)  Paritia Pembelian Pckerjaan Unit tersebut pada ayat (1) alinea kedua
pasal ini disusun keanggotaannya adalah sebagai berikut: ‘
Ketua/Anggota ¢ Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit yang

bersangkutan;

|
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Wakil Ketua/ : Kepala unsui' Perbekalanflogistik pada Unit

Anggota yang bersangkutan; o

Sekretaris/ ¢ Unsur Perbekalan/logistik  pada Uniy yang

Anggota . bersangkutan;

Anggota-anggota @ 1. Kepala unsur Keuangan pada Unit yang
bersangkutan;

2. Uasur lain pada Unit yang bersangkutan
yang ada kaitannya dengan obyek pem-
belian/pekerjaen  yang akan ditenderkan;

Untuk halhal yeng bersifut telnis harus diikut-sertzkan unsur-unsur
teknis dari instansi yang berwenang, ialah instansi yang berhutungan
dengan tugasnya (fungsinya) kompeten untuk mengadakan penelitiun
terhadap barang yang akan dibeli/pekerjaan yang akan dilaksanakan,
misalnya: untuk bangunan gedung kantor/rumah dinas oleh Dinas
Pekerjaan"Umum, obat-cbatan oleh Dinas Kesehatan;

Pelaksanaan teknis lebih lanjut atas hasil tender yang telah disetujui
Kepala Dacrah, seperti pembuatan Surat Perintah Kerja dan Kontrzl
pembelian/pekerjazn dilakszanakan oleh Unit yang bersangkutan yar z
menguasai pos anggaran untuk pembelian pekerjzan tersebut,

Masa lkerja Panitia beral:hir setelah pcmcnﬁng pelelangan ditunjuk dan
dapat diperpanjang sampai paling lama 1 (satu) tzhun anggzran;

Pasal 6

Sctiap Bendaharawan Barang dan/atau Pejabat yang ditugaskan untuk
menerima, penyimpanan dan pengeluaran barang harus membuat
pembukuan, laporan triwulan dan tahunan yang dikstaLui oleh atasan
langsur:gnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada ilepzla Daerzh
dalam | 1ini Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum;

icepala Unlt yang bersangkutan bertanggung jawab atas terlaksananya

tertib administrasi Dendaharawan barang sebagaimana dimaksud pasal

ini;.
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Bagian Kedua
i - PEMELIHARAAN

Pasal 7

Kepala Unit bertanggung jawab atas pemeliharaan setiap barang yang

ada dalam lingkungan tanggung jawabnya, termasuk keutuhan, pengamanan,
pemanfaatan dan pendayagunaannya;

Pasal 8

(1) Pemeliharaan barang meliputi gedung, kendaraun dan perlengkapan
kantor;

(2)  Pemeliharaan gedung yang terdiri dari kantor, Rumal Jabatan, Rumah
Dinas, Mess dan Bangunan lainnya dilaksanakan dengan tata cara se-
bagai berikut: '

a. Di bawah penguasaan Sckretariat Wilayah/Daerah yang meliputi

. Biro, BAPPEDA, Sckietaiiat Dewan, Inspsktorat Wilayah/Daerah,
Direktorat Sosial Politik, Direktorat Agraria, Direktorat Pernbangun-
an D2sa, APDN dan lain-lzin.

1). Kepala satuan kerja bersangkutan sebagai pemakai mengusulkzn
perbaikannya kepada Sekretariat Wilayah/Daerah;

2). Kepala Biro Umum/Kejpala Bagian Umum melakukan pengecel:-
an terhadap usul tersebut duri segi fisik dan penggunaannya
dan selanjutnya meneruskan usul dimaksud, bagi Daerali Tingkat
I kepada Kc'pal'.l Biro Perbekalan dan bagi Daerali Tingkat i}
Kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan
disertaj pertimbangannya;

3). Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum meneruskan usul
tersebut kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk
mendapat persetujuan;

4). Koordinasi administrasi dan pelaksanaan pesbaikan dilakukan
oleh Biro Perbekalan/Bagian Umum sesuai dengan ketentuan
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Di bawah penguasaan Dinas, Badan/Lembaga Dacrah,
1). Kepala Din:ﬁ,_g_adnull..embaga Daerah yang bersangkutan sebagai
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pemakai mengusulkan perbaikannya kepada Kcpala D.'uo Per-
| bekalan/epala Bagian Umum;

2).Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum melakukan pe-
ngecekan terhadap usul tersebut dari segi fisik dan penggunaaan-
nya dan selanjutnya meneruskan usul- dimaksud kepada Kepala
Dacrah atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan-
nya. “

3). Koordinasi administrasi dilakukan oleh Kepala Biro Perbekalan/
Kepala Dagian Umum dan pelaksanaan perbaikennya dilakukan
aleh Unit sesuai dengan ketentuan tentang Pelaksanaan Anggaren
Pendapatan dan Belanja Daerah;

" (3) Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan dengan tata czia sebagai berilut:
a. Di bawah penpuasaan Sekretariat Wilayah/Daerah yang meliputi
Biro, BAPPEDA, Sekretariat Dewan Inspektorat Wilayah/Duerah,

Direktorat Sosial Politik, Direktorat Agraria, Dircktorat Pembangun-
an Desa, APDN dan lain-lain.

1). Kepala satuan kerja bersangkutan sebagai pemalkai mengusuikan
perbaikannya kepada Sekretariat Wilayah/Daerah;

2). Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum melakukan pengecek-
an terhadap usul tersebut dari segi fisik dan penggunaannya,

3). Pelaksanzannya dilakukan oleh Kepzla Biro Umum/Kepala
Bagian Umum sesuai dengan ketentuan lentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Dibawah penguasaan Dinas, Dadan/Lembaga Daerah.

1). Kepala Dinas, Badan/Lzmbaga Daerah yang bersangkutan scbagai
pemakai mengusulkan perbaikannyz kepada Kepala Biro Per-
bekalan/Kepala Bagian Umum;

2). Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum melakukan pe-
ngecekan terhadap usul tersebut dari segi fisik dan pengguna-
annya,

3). Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas, Badan/Lembaga Daerah
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(4) Pemeliharaan perlengkapan “Kkantor d.lnl-'qkan dengan tata cara sebagai
berikut:

a. Di bawah penguasaan Sekretariat Wilayah/Daerah yang meliputi
Biro, BAPPEDA, Sckretariat Dewan, Inspektorat Wilaysh/Daerah, Di-
iektorat Sosial Politik, Dircktorat Agraria, Direktorat Pembangunan
Desa, APDN dan lain-lain. ]

1). Kepala satuan kerja vang bersangkutan sebagai pemakai meng:

usulkan perbaikznnya kepada Kepala Biro Unum/l{cpnla Bagian
Umum;

2). Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum melakukan pengzcekan

terhadap wsul tersebut dari segi fisik, penggunaunnya dan se-

lunjutnys meneruskan usul dimuksud kepada Kepala Biro Per-
bekalan disertai pertimbangannya;

3). Pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Perbekalan/Bagian Umum
sesuai dengan ketentuan tenteng Pelaksanaan Angparan Pen-
dapatan Belanja Daerah dan pengadministrasiannya dengan sc-
pengetahuan Kepala Biro Umum;

b. Di bawah penguasaan Dinas, Badun/!lembaga Daerah;
1). Kepala Dinas, Badan/lLembaga Daerah yang bersangkutun sebagi
pemakai mengusulkan perbaikannya kepada Sekretaris Wilayak/
Daerah. ]
| 2). Kepala Biro Perbcku[an}'Kcﬁala Bagian Umum melakukan pe-
ngecekan dari segi fisik, penggunaannya dan :elanjutnya menerus-
kan usul dimaksud kepada Kepala Dacrah atau pejabat yang di-
tunjuk untuk mendapat persetujuan;

3). Pelaksanaannya dllal.ul’an oleh Dinas, Badanll.:mbaga Dacrah
yary bersangkulan sesuai dengan ketentuan tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4). Semua administrasi pelaksanaan pemeliharaan yang dimaksud pasal ini
dikoordinir oleh Biro Perbekalan/Bagian Umum.

Pasal 9.

Pemeliharaan gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor yang dimiliki/

kan scbagai berikut:
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|
erah yang ber-
sangkutan melaksanakan perbaikan gedung, kendaraar dan perlengkapan
kantor dengan sepengetahuan Badan Penpawas: )
b. Administrasi pelaksanaan pemeliharaan yang dimaksud huruf a pasal ini,
dikoordinir oleh Biro Perbekalan/Ragian Umum.
BAB I
INVENTARISASI
Pasal 10
(1) Kepala Daerah bertznggung jawab sshagai koordinator pelaksanaan
y invenlarisasi barang; )

P
=)
e

Liro Perbekalan/Bagian Umum berfungsi sebagai Pusat inventarisasi
barang;

(3) Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum bertanggung jawab untul:
menginventarisir scluruh barang inventaris yang ada di lingkungan Se-
kretariat Wilayah/Daerah;

(4) Kepala Unit bertanggungjawab’ untuk menginventarisir seluruh barang

inventaris yang ada di lingkungzn tanggurg jawabnya; ‘ ".35
(5) Dafar inventaris yang dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini harus di-

sampaikan kepada Biro Perbekalan/Bagian Umum;

J .
) #. Direksi Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Da
(6) Kepala Biro Perbekalan/Kepala flagian Umpm bertanggungjawab untuk:
menyusun dan menghimpun seluruh daftar inventars dari semua Unit
Pemerintah Daerah dalam satu buku daftar inventaris yang lengkap dan
terperinci per Unit, sesuai dengan pemilikannya.

Pasal 1.

(1) Daftar inventaris dibuat per | April sampai dengan 31 Maret tahun
berikutnya; .

(2) Daftar inventaris yang dibuat sesuai dengan formulir yang ditentukan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang
I'cdoman Pelaksanaan Tertib Administrasi Darang-barang milik Negara/
kekayaan Negara untuk masa | (satu) tahun terhitung tanggal 1 April
sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan peiiyesuaian
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sehagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini;

(3) Setinp Daerah dan Unit harus membuat Buku Induk Inventaris Barang

dari satu tahun anggaran yang lengkap dan terperinci sesuai dimaksud
ayal (2) pasal ini;

(4) Buku Induk Inventaris Barang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini,
sekurang-kurangnya harus memuat: i

Umum:

. Nomor urut;

. Nama jenis barang;

Tempat adanya harang;

. Narga barary; ’
. Jumlah barang;

Keadaan barang;

e 0o e

™

Khusus:

a. Luas tanah untuk haﬁgunan. lapangan, sawzli, perkebunan dan lain-
lain; ;
b. Panjang jalan, panjang jembatan;

¢. Data lainnya yang dipandang perlu;

(5). Apabila Buku Induk Inventaris dimaksud gyat (3) pasal ini sudah ter-
laksana unruk saru tahun anggaran, maka untuk wakru empat tchun

" angearan berikutnya, masing-masing Dacrah/Unit cukxp membuat daftar
perubahan/mutasi yang memuat penembahan dan atau pengurangan;

(6). Pada tahun anggaran ke-6 (enam) berikutnya masing-masing Daerah/Unit
harus membuat Buku Induk Inventaris Barang yang baru, lengkap dan
terperinei sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini;

Pasal 12,

(1) Tiap Daerah/Unit miembuat daftar Larang yang diadakan/dibeli dalam
1 (satu) tahun anpgaran sebagai realisasi Anpgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ada dalam pengurusannya;
\ (2) Semua Panitia Pembelian/Pekerjaan harus menyampaikan Daftar Barang-
barang yang pengadaannya dilaliukan melalui Panitia tersebut kepada
| Biro Perbekalan/Bagian Umum sesuai dengan formulir inventaris barang




(3)

Q)

O

&)
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M

dimaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri ini;

Kepala Biro Perbekalan/Kepzla Bagian Umum bert . __ung-jawab untuk
membuat Daftar Barang yang merupakan komilasi realisasi pengadaan
dalam satu tzhun anggaran sebageimana dimaksud ayat (1) dan (2) pusal
ini serta pasal 6 ayat (1); ’

Daftar Darang yang dimaksud ayat (3) pasal ini harus dilampirkan pada.
Perhitungan Anggaran tzhun yang bersangkutan.

Pasal 13.

Sstiap Proyek Pembangunan yang sudah selesai termzcuk carana per-
lengliapannya harus diserzhkan kepada Kepala Daerah dengan Berits
Acara dan selanjutnya ditefuskan kepada Biro Perbekalan/Bagian Umuimn
untuk penyclesaian inventarisasinya;

Berita Acara penyerahan dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memuat
antara lain:

a. HMomor urut;

b. Nama Proyck;

¢. Jenis dan jumlzh yang dibangun;
d. Lokasinya,

e. Anggaran Proyek seluruhnya;

f. Biaya yang telsh dibayarkan;

g. Sarana yang diserahkan;

h. Data lain yang dipandang perlu;

Fhusus mengenai jalan dan jembatan harus memuat panjangnya;

Kepala Unit yang secara struktural membawahi Proyek bertanggung
juwab sepenuhinya atas pelaksanaan ketentuan pasal ini. ‘

BAB IV,

PERUBAHAN STATUS HUKUM
Bagian Pertama
PENGIIAPUSAN
Pasal 14
Setiap baravg yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lugi/
hilang/mati atau tidak effisien lagi bagi keperluan dinas, dapat dihapus
dari Jaftar inventaris,
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(2) Kepala Unit/Kepala satuan kerja melaporkan barang dimaksud ayat (1)
pasal ini kepada Kepala Dacrah mengenai jenis, jumlah, nama barang,
harga, lokasi disertai penjelasan sebab rusak/rusak/mati;

(3) Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum mencatat barang dimaksud
ayat (2) pasal ini dan selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Daerah
untuk poenghapusannya dari daftar inventaris;

Pasal 15.
(1) Panitia Penghapusan meneliti barang yang akan dihapus;

(2) Hasil penclitian dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat dalara Berita Acara;

(3) Dalam hal penghapusan barang yang sifatnya khusus seperti kendaraan .

bermotor, alat-alat besar, bangunan, disamping Perita Acara dimaksud
ayat (2) pasal ini juga harus dilengkapi Berita Acara hasil penelitian {isik
dari Instznsi Teknis yang berwenang;

(4) Berdasarkan Derita Acara dimaksud ayat (2) dan atau ayat (3) pasal
ini, llepala Daerah meminta persetujuan penghapusan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; .

(5) Persctujuan dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan dengan Keputusaa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; '

(6) Setclah mendapat persetujuan dimaksud ayat (3) pasal ini, penghapuscn
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(7). Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (6) pasal ini baru dapat di-
laksznakan setelah mendapat peng:han Menteri Dalam Negeri.

Pasul 16

(1) Permohonzn pengesahan penghapusan barang yang telah dipisahkan
pada Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah, tidak memerlu-
kan persetujuan Dewan Perwakilun Rakyat;

(2) Segala persyaratan, prosedur maupun penelitian di tempat terhadap
penghapusan barang yang telah dipisahkan, tetap diperlukan sama
sebagaimana terhadap barang yang tidak gipisahkan.

Pasal 17

(1) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan wewenang pengesahan kepada
Gubernur Kepala Daerah terhadup Keputusan Kepala Daerah Tingkat 11
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mengenai penghapusan barang-barang tertentu yang harga nilai belinya
tiduk melebihi jumiah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri;

(2) Gubernur Kepala Daerah setelah mengesahkan penghapusin dimaksud

ayat (1) pasal ini, harus melaporkan Kepada Menteri Dalam Negeri se.
lambat-lambatnya dalam waktu 3 (tigz) bulan sejak dikeluarkannya
Surat Keputusan pengesahan, dengan dilampiri:

a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengesahan penghapusan;
b. Keputusan Kepala Daerah Tingkat Il yang bersanghutan;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingliat 11 yang Ler.
sangkutan; '

d. Keputusan Kepala Daerah Tingkat Il tentang Pembentukan Panitia
Penghapusan;

e. Berita Acarz hasil penelitian Panitia Penghapusan sebagaimana di-
maksud pasal 14 ayat (2) dan atau (3) Peraturan Menteri ini;

masing-masing dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 18.

(1) Pengesahan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I maupun Tingiai [

tentang penghapusan barang oleh Menteri Dalam Negeri, dilaksanakan
atas dasar “aratl permohonan Kepala Dazrah Tingkatl;

(2) Dalam meneruskan permohonan untuk pengesahan Keputusan Kepala

Daerah Tingkat 1l, Kepala Daerah Tingkat | harus memberikan per-
timbangannya;

(3) Permohonan Kepala Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini harus dil:mpiri

dengan:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan
penghapusan;

b. Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan;

c. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;

'd. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan sebagaimana di-
maksud pasal 14 ayat (2) dan atau (3) Peraturan Menteri ini;

masing-masing dalamrangkap 3 (tiga);
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(4) (Apabila dipandang perlu, sebelum diambil keputusan pengeszhiznnya,
Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan petugas uatuk mzlakukan
penclitiar ¢i tempat;

(5) Petugas dimeksud ayat (4) paze! ini meneliti dari segi persyarztan ad-
niinistrasi, prosedur, keadaan ficik dan laindain.

Pasal 19

(1) Setelah mendupat keputusan pengeszhan cari Menterd Dalam Negeri
dimakzud pasal 15 ayat (7) dan pasal 17 ayal (1) Peraturan Menter ini:

a. Darang-barang yang masih mompuriyal havga/nilal jual dengan cam
pelelangin umum atau terbatas;

b. Barang-barang yang tidzk mempunyai Lergafnilal lagi dimusnahkan
dan dibuat Berita Acara; ;

(2) Hasil pc;ljuahn,‘p:lclangan harus lzngsung disetorkan scpenuhinya pada
Kas Daerah; ‘

Pasal 20
iasil penjualan/pelelangan dari penghapusan barang Daerah yang dipirahikan,
langsung disetorkan sépenuhnya pada Kas Bank Peinbangunan/Peruszhasa
Daerzh yang bersangkutan.

Pagian Kedus
FEMJUALAN KENDARAAM PERORANGAN DINAS

Pasal 21

(1) Kendaraan perorangan dinas yang sudah dipergunakan sclama § (lima)
tahun atau lebi dapat dijual kepada pegawai,

(2) Yaug veiiiak membeli adalah pegawai sebagai dimaksud dalam ketentuan

Undang-undang Pokok Kepegawaian, yang sudal mernpunyai mas2 kerja

§ (lima) tahun atau lebih pada Instansi Pemerintah dan dalam waktu

10 (sepuluh) tahun terakhir belum perngh membeli atau memperoleh

. dengan cara spapun kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah Daerah
atau Instansi Pernerintah manapun;

(3) -Pegawai yang mempunyai kedudukan dan atau pangkat yang lebih tinggi
dan atau pemegang kendaraan dan atau yang akan pensiun dipertimbang:

kan untuk diutamzkan; '
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i (4) Penjualan kendaraan dimaksud tidak boleh mengeanggu kelancaran
i pelaksanaan tugas Unit/Satuan kerja yang bersangkutan;

| (5) Untuk dapat membeli kendaraan perorangan dinas hzrus zd2 permolion.
I

an dari pegawai bersangkutan: dan telah mendzpat persetijuan darj
Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan,

Pasal 22
* (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas harus diatur dennan
" Peraturan Daerah,
Peraturan Daerzh dimaksud tidak boleh menyimpang dari Peraturan
Pemerintah N, 46 Tahun 1971 atau mbmpcrlai;ukannya SeCara mutatis-
mulandis dan bars berlaku setelah disahkan Manteri Dalam Negeri;

(2) Kepala Daerah menstapkan pembentukan Panitiz Penjualan Kendazraan
perorangan dinas dengan tugas:

a..Meneliti persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan ter-
hadap kelancaran pelaksanaan tugas dar Unit/Satuan kerja yzng
bersangkutan dan lain-lain; i

b. Membantu segala sesuatu vang berhubungan dengan pelaksanaan
penjualan kendaraan perorangan dinas;

(3). Hasil penelitian Paz.itia penjuclan kenduaraan dimaksud ayat (2) pasal
ini, dilaporkan kepada Kepala Daerah;

(4) Kendaraan perorangan dinas yang tclah memenuhi petsyaratan untul
dijual, dimintalan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam: bentuk Keputusan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah;

(5) Setelah mendgpat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di- ,
maksud ayat (4) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan Keputusan pen.
jualannya dengan lampiran keputusan yang memuat:

a. Numa dan jabatan pembeli;

b. Data mengenai kendaraan;

c. Biaya perbailan selama | (satu) tahun terakhir;

d. Harga jual sesuai dengan ketentuan SWP3D yzng berlaku untuk tahun
yang bersanghkutan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;

Harga yang ditetapkan;

f. Jum!ah harga yang harus dibayar pembeli:




B

(6) Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (5) pasal ini, baru dapat di-
laksanakan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

(1) Pada permohonan pengeszhan Keputusan Kepalz Daerah dimaksud ayat .
(5) pasal 22 Peraturan Menteri ini, harug dilampiri dengan: "

a. Keputusan Dewan Perwakilun Rakyat Daerah tentang persetujuan
penjualan; :

b. Keputusan Kepala Daerah tentapg penjualan kendaraan perorangan
dinas;

c¢. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia Penjualan
Kendaraan,

d. Tasil penclitian Panitia Penjualyn Kendaraan:

e. Keputusan pengangkatan pertama schagai Pegawai Negeri dari czlon
pemibeli; |

f. Surat permohonan membeli kendaraan perorangan dinas dari pegawaj |
yang bersangkutan; ’ . |

masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);

(2) Apabila dipandang perlu, sebelum diambil keputusan pengesshannya,
Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan petugas untuk mel.}.akan
penelitian di tempat;

(3) Petugas dimaksud ayat (2) pasal ini harus meneliti dari segi persyaratan
administrasi, prosedur, keadaun fisik kendaraan perorangan dinas dimak-
sud dan lain-lain,

b . Pasal 24

" (1) Penjualan kendzraan perorangan dinas yang telah dipisalikan/yang ada
) pada Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah, tidak me-
i ' merlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah;

, (2) Segala persyaratan, prosedur maupun penelitian di tempat terhadap

penjualan kendaraan perorangan dinas yang telah dipisahkan, tetap Ji-
perlakukan sama sebagaimana terhadap kendaraan perorangan dinas
yang tidak dipisahkan, kecuali persyaratan mengenai status kepegawaian
yang disespaikan dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Benk
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(5)

Pembangunan Daerah den Perusabiaan Daeraly yang bers

angkutan,

. Pasal 25,

Setelah Keputusan Kepala Daerah dimaksud pasal 23 dan 24 Peraturan
Menteri ini mendapat pengesahan, Kepala Biro Pcrbel:alan!licp;da
Bagian  Umum/Pimpinan Bank I'embangunan Dacrah/Pimpinan  pe.
russhaan  Daerah  mempersiapkan pelaksanaan penjualannya dalam
bentuk Surat Perjanjian Penjualan;

Surat perjanjian dimaksud ayat (1) pasal ini, ditanda-tangani oleh:

a. Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum atas nama Kepala
Daerah dan pembeli; , )

b. Pimpinan Bank Pcmbangunan Duerah atau Perusahaan Daerah dan
pembeli, mengenai kendaraan yang dipisahkan dari kekayaan Daerah.

Surat perjanjian baru ditanda-tangani, setelah biaya perbaikan sclama
I (satu) tahun terakhir dilunasi;

Keputusan pelepasan lak dan penghapusan dari dafar inventaris di-
tetapkan setclah harga kendaraan dilunasi paling cepat dalam jangha
waktu 1 (satu) tahun sejak surat perjanjian penjualan ditanda-tangani;

Selama harga penjualan kendaraan perorangan dinas dimaksud ayat (3)
pasal ini belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pe-
merintah Daerah, tidak bolch dipindah-tangankan dan selama itu pula
harus dipergunakan untuk kepentingan dinas. sedangkan biayz per-
baikan/pemelihzraannya ditanggung olch pembeli, kecuali penyediaan
bensin dan olie;

Hasil penjualan kendaraan dimaksud harus langsung disetorkan sepenuli-
nva pada Kas Daerah;

Pasal 26

Hasil penjualan kendaraan perorangan dinas yang merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan harus langsung disetorkan sepenulinya pada Kas
Pembangunan Daerali/Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
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PENJUALAN RUMAII DAERAH

’asal 27

{epala Daerah menectapkan pcngclola'én rumah-rumah Daerah dengan mem-
perhatikan Peraturan perundangan yang berlzku tentang perubahian/penetzp-
an status rumah-rumah Negeri.

(1

3)

(4)
(5)

(€)

(n

()
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Pasal 28 -

Rumah gplongan 111 yang teish berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih
dapat dijua!/disewa belikan kepada pegawai,

Pegawai yang dapat membeli adalah pepawai sebagaimana dimaksud
pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, sudal mempunyai
masa kerja 10 (sepulul:) tahun atau lebih dan belum pernah meinbeli
atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintal Daerah

" atau Instansi Pemerintah manapun;

P‘egawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat
Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;

Rumah dimaksud tidak sedang dalam scn.gkcla;

Harus ada permohonan untuk membeli/sewa beli rumah dari pegawai
yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kepala Unit/Satuan kerjz
yang bersangkutan;

Apabila ‘tanah bangunannya tidak dikuasai oleh Pemerintah Daeraki,

maka untuk perolehan hak atas tanah harus diproses tersendiri tesun
dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 29
Pelaksanzan penjualanfsewa beli rumah harus diatur dengan Peraturan
Daerah,
Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh menyimpang dari Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 atau mempeslakukannya secara

mutatis-mutandis dan baru berlaku setclah mendapat pengesahan Mente:i
Dalam Negeri;

Kepala Dacrah menetapkan jembentukan Panitia Penjualan/sewa beli
rumah golongan L1 dengan tupas: '

B e e L
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a. Meneliti persyaratan setiap pe:mohonan dari sepl administrasi, per-
syaratan personil dan lain-lain; ) )

b. Membantu segala sesuatu yang bcrhubungan dengan p
penjualan/sewa beli rumzh golongan 111;

(3) 'lasil penelitian Panitia Penjualan Rumah Golongan 111 dimzksud 2yat
(2) pasal ini, dilaporkan kepada Kepala Daerah; '

(4) Dengan keputusan Kepala Daerah dibentuk: .

a. Panitia Penaksir, yang bertugas untuk menzk su harga rimah dan 212u
termasuk ganti rugi tanah bangunannya;

-}H\SL nﬂml

b. P'anitia Penilui, yanp bertugas untuk menilzi hasil penalisiran Panitie
Fenaksit dimaksud huruf a di atas;

(5) Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dimaksud ayat (4) pasal ini masing-
masing membuet Berits Acara hasil penaksiran dan Derita Ac:ua hasil
pcml.uan

(6) Rumah golongan HI yang te)ah memenuhi persyarztan untuk dijual
dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh dalam
bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Ral:yat Daerah;

(7) Setelah mendapat persctujuan Dawan Perwakilan Ral: yat Duerah di-
maksud ayat (6) pasal ini, Kepala Daerali menstapkan kepttusan pen-
jualan/sewa belinya dengan lampirar: keputusan yang menmuat:

Nama dan jabatan pembeli;

. Data mengenai rumah;

Harga taksiran;

. Harga penilaian;

Harga yang ditetapken yang harus d.bayar

. Data-data yang dipandang perlu;

(8) Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (7) pasal ini baru dzpat di-
laksanakan £3telah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

'
meapoE

Pasal 30

(l)r Pada permohonan pengesahan Keputusan dimaksud ayat (7) pasal 29
_Peraturan Menteri ini, harus dilampiri dengan:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan
penjualan/sewa beli rumah golongan I11;
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b. Keputusan Kepala Daerah tentang penjualan/sewa beli rumah go-
longan 111;

¢. lleputusan Kepala Daeraly tentang Pembentukan:
1. Panitia Penjualan rumah golongan 111,
2. Panitia Penaksir;
3. Panitia Penilai;
d. Berita Acara hasil penaksirar dan Berita Acara hasil penilajan;
e. Surat Keputusan penganghkatan pertamna sebagai Pegawai dari calon
pembeli; '

f. Surat permohonan membeli/sewa beli rumah golongan 11l dan pe.
gawai calon pembeli; _ '
g. Surat lzin Penghunian (SIP);
masing-masing dalam rangkap 3 (uga);
(2) Apabila dipandang perlu, sebelum diambil keputusan pengesahannya,

Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan petugas uniuk melakukan .
penclitian ditempat;

(3) Petupas dimaksud ayat (2) pasal ini, harus meneliti dari segi persyaratan
administrasi, prosedur, keadaan fisilk rumah golongan 111 dan lain-lainnya.

Pasal 31.

(1) Penjualun/sewa beli rumah golongan 111 milik Dzeral yang telah dii)isah-
_kan/yang ada pada Bank Pembangunan Daerah dan Perusahzan Daerah,
tidak memerlukan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Sepala persyaratan, prosedur maupun penelitian di empat terhadisp

' penjualan rumah golongan 111 yang telah dipisahkan, tetap diperlzkukan
! sama scbapaimana terhadap rumah golongan I1I yang tidak dipisshkan,
. kecuali persyaratan mengenai status kepegawaian yang disesuaikan
) dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Bank Pembangunan
i : Daerah/Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pusal 32.

i (1) Setelah keputusan Kepala Daerah dimaksud pasal 29 ayat (8) Peraturan
Menteri ini mendupat pengesahan, Kepala Biro Perbekalan/Kepala
Bagian Unmum/Pimpinan Bank Pembangunan Uaer.nh,’l't-nlsulmn Dacrah
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mempersiapkan pelaksanaan penjualan/sewa belinya dalam bentul; Surat
Perjanjian Penjualan;
(2) Surat Perjanjian dimaksud ayat (1) pasal ini, ditanda-tangani olch:

a. Kepala Biro Perbekalan/ilepala Bagian Umum atas nima Fepala
Dacrah dan Pembeli; .

b. Pimpinan Bank Pembangunan Daerali/Perusakiazan Daerah dan Pem.
beli, mengenai rumah golongan 111 yang dipisahkar dari kekayaan
Daerah;

(3) Pelunasan harga penjualan rumah dan atau gant rugi atas tanalinyg
dilaksanakan scbagai berikut:

a. Sebesar 50% harus dilunasi sebelum surat perjanjian penjuczlan di-
"
tanda-tangani;

b. Sisanya sebesar 50% dibayar secara angsuran sedikitnya dengan ang-
suran bulanan yang sama dan harus dilunasi dalam jangka wakwu §
tahun sejak surat perjanjian penjualan ditznda-tangani;

«4) Surat Keputusan pelepasan lak dun penghapusan dari daftar inventaris
ditetupkan sctelah harga penjualan atas rumah dan atau tanah banpun-
annyz, harus langsung disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah:

Pasal 33
Hasil penjualan/sewa beli rumah golongan 11l yang merupakan dari kekayaan

Daerah yang dipisalikan, harus langsung disetorkan sepciuhnya pada Kas
Bank Pembangunan Daerah/Perusahiaan Daerah yang bersanghkutan.

Bagian Keempat
PELEPASAN HAK ATAS TANAH
Pasal 34

(1) Setiap tindakan hukum Kepala Daerah yang bertujuan pengalihan atau
penyershan hak atas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah, baik yang
telah ada sertifikatnya maupun belum, baru dapat diproses setelah men-
dapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. lzin dimaksud didasarkan
atas permohonan Pemerintah Dacrah yang bersangkutan;

(2) Setelah mendapat izin dimaksud ayat (1) pasal ini, Biro Perbekalan dan
Perawatan Materil/Bagian Umum mempersiapkan bahan yang diperlukan
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untuk.meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(3) Selanjutnya Kepala Daerah memintakan persetujuan Dewan Perwakilzn
Rakyat Daerah dalam bentuk ileputusan Dewan Perwakilan Pakyat
Daerah;
| (4) Sctelah mendapat persetujuan dimaksud ayat (3) pasal ini, Kepala
' Dacrah menetapkan surat Keputusan pelepasan hak atas tansl, dengan
lampiran keputusan yang memuat; . -
a. Nama dan jabatan calon penerima tanah;
b. Data mangenai tanah yang akan dilepaskan/diserahkan;
c. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar calon penerima tanah;
d. Data-data lain yang dipandang perlu;
(5) Besarnya ganii rugi yang harus dibayar dimaksud ayat (4) pasal ini,
ditetapkan melalui Panitia Penaksir berdasarkan ketentuan harga dasar )
" sebagaimana dimeksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun
1975; ) '
|
(5) Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (4) pasal ini, baru dapat di-
) laksanakan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri;
(7) Apabilz dipandang perlu) sebelum diambil keputusan pengesahannya, '

Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan petugas untuk: melakukan
penelitian di tempat;

(8) Setelah mendapat pengesahan Menteri Da!a:mlla'cgeri. Kepala Daerah
melaksanakan penghapusan tanah/hak atas tanah dasi dafiar inventans
menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan yang beslaku;
(9.) Ketentuan dalam pasal mi tidak berlaku bagi pelepasan tanzh/hak atas I
tanah yang telah ada bangunan di atasnya, sebagaimana diutur dalam
Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Menteri 'ini.
BAB V

g , PENYEWAAN DAN FENGGUNA-USAHAAN
Pasal 35

i Bangunan milik Dacrah d.{n__atau termasuk tanzh bangunannya dapat di-
sewakan atau diguna-usahakan .kepada pihak ketiga dengan memperoleh
imbalan pembayaran. .
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Pasal 36

(1) Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum mengusulkan pada Kepala
Daerzh untuk menyewakan atau mengguna-usahakan bangunan dimyt:siud
pasal 35 Peraturan Menteri ini; b

(2) Kepala Daerah membentuk Panitia Peneliti denpan Surat ebutuean yang
terdiri dari unsur;

Biro Perbel:alan/Bagian Umum,

. Diro Perckonomian/Bagian Perekonomian,
Biro Hukum, ‘

- Biro Keuzngan/Bagian Keuangan,

Biro Hukum/Bagian Bukum,

Direktorat Agraria/Sub Dircktorat Agraria,

8- Unsur tenaga ahli;

- n o0 c‘ta

(3) Panitia dimaksud ayat (2) pasal ini bertugas mengadakan penclitian dari

segi administrasi, fisik, sosial ekonomis dan lain-lain yang dipandang
perlu. Hasil penelitian Panitia dibuat dalam Berita Acara dan Gilaporkan
kepada Ke,.ala Daerah:

(4) Bangunan dan atau termasuk tanzh bangunannya yang al:an disewakan
atau diguna-usaliakan, dimintakan persetujuan dari Dewan Perwal:ilan
Rakyat Daerah dalam bentuk keputusan Dewan Perwalilan Rakyat
Daerah;

(5) Setelah rﬁcmperoleh persetujuan dimaksud ayat (4) pasal ini, Kepala
Daérah menetapkan penyewaan atau pengguna-usahaan dengan Surat
Keputusan:

(6) Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (5) pasal ini baru dap-at di-
., laksanakan setelah, mendapat pengesahan Menteri D.nlam_Negcri.

Pasal 37

{1) Pada permohonan pengesahan keputusan dimaksud pasal 36 ayat (6)
Peraturan Menteri ini harus dilampirkan:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lentang persetujuan
penyewaan atau pengguna-usahaan;

b. Keputusan Kepala Dacrah tentang penyewaan atau pengguna-usahazn;

¢. Keputusan Kepala Dacrah tentang penyewaan atau penpguna-usahaan;
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(2)

(3)

(1)

()

(3)

d. Berita Acara Panitia Penelitian;

mas'}hg-musing dalam rangkap 3 (tiga);

Apabila dipandang perlu sebelum diambil keputusan l‘:-.ngc;ahan. Menteri
Dalam Negeri dapat menugaskan petugas uptuk mengadakan penzlitian
di tempar; ;

l’et\xgas dimaksud ayat (2) pasal ini meneliti darj segi administrasi,
prosedur, fisik, sosial ekonpmis dan lain-ain yang dipandang perlu,

Pasal 38 -

Setelah Keputusan Kepala Dasrah dimaksud pasal 36 zyat (G) Peraturan
Menteri ini mendapat pengesahan, maka Kepala Duerah rienugaskan
Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bersama Fepala Biro
l'e:ckonominn/!{cpain Bagian Perekonomisn untuk menpersiapkan
pelaksanaan penyewazan agay pengguna-usahaan;

Penentuan pihak ketiga sebagai rengusaha penyewa atau penggina-
usahaan ditentukan dengan cara pelelangan umum 2fay terbaas melaluj
Panitia Tender;
'
Panitia Tender dimaksud ayat (2) pasal ini dibentuk dengan K2putusan
Kepala Dierah Yang anggotanya terdiri dari:
Unsur Biro l'c:ckonumianfllagian perekonomian sebagaj Ketua;
. Unsur Biro Perbekalun/Bugian Umum sebagai Wakil Ketua;
. Unsur Biro I’err.:I;unominn!llagian Perckonomian sebapai Sckretaris;

. Unsur Biro Keuangan/Bagian Keuangan sebagai Anggota;

a.

b

c

d. Unsur Biro Hukum/Bagian Hukum sebagai Anggota;
e

[

(4)

(%)

(6)

- Unsur Direktorat Agraria/Sub Direktorat Agraria;

Panitia Tender dimaksud ayat (3) pasal ini melaporkan hasil tender
kepada Kepala Daerah dengan Berita Acara disertai pertimbangan:

Atas dasar hasil dan pertimbangan Panitia Tender dimaksud ayay (4)
pasal ini, Kepala Daeral menetapkan pengusaha penyewa atau pengguna-
usahaan dengan Surat Keputusan dan selanjutnya memerintahkan Pa-
nitia Tender menyiapkan Surat Perjanjian atau pengguna-usahaan;

Surat Perjanjian tersebut ayal (5) pasal ini, ditanda-tangani oleh Kepala
Biro Perekonomian/Bagian Perekonomian dan Penyewa atau Pengguna-
usahaan serta diketahui Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
olehnya;
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M) Hasil sewa atau pengguna-usahaan langsung disctorkan sepenuhnyva pada i
Kas Dacrali,

BADR VI
PENGAWASAN
: Pasal 39
(1) Pengawasan peiaksanaan pengeloluan barang milik Daerah dilakukan
oleh Kepala Unit/Kepala Satuan Kerja:

(2) Ingpektorat Wll.:):ll.]Dacmh melakukan pcngawasanlpemcﬂl\saan 1er-  °
hadap tertib dun tersclenggarinya pelaksangan pengelolaan barang milik
Daerah dengan  scbaik-baiknya dan selanjutnya melaporkan hasilnya .
kepada Kepula Dacrah.

l BAD VII ]
KETENTUAN PENUTUP K
PPasal 40

(1) Hel-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini ditentukan
oleh Menteri Dalum Negeri:

(2) Semwa ketentuan yang bertentangan dengan Pcralumn Menteri ini
dinyatakan tidek berlaku lagi;

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berluku se]al. tanggal ditetap-
kan.- i

" Ditetapkan di: JAK AR T A
Pada tanggal: 1 September 1979.

MENTERI DALAM NEGERI
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